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ABSTRAK

Penelitian dengan Judul “Tinjauan Figh Jinayah Terhadap Kasus
Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 1823/ Pid.B/2015/PN.Plg)” yang
melatar belakangi masalah ini adalah sering terjadi tindak pidana Pembunuhan
Berencana yang terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun Permasalahan yang akan dibahas, yaitu (1) Bagaimanakah Dasar
Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dalam memutuskan
sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menurut putusan
no.1823/Pid.B/2015/PN.Plg dan (2) Bagaimanakah Perspektif Figh Jinayah
terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara tindak pidana pembunuhan
berencana menurut Putusan no.1823/Pid.B/2015/PN.Plg. Penelitian ini merupakan
penelitian yang bersifat yuridis empiris yaitu meneliti langsung ke lokasi
penelitian. Sedangkan sumber data penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan
data sekunder. Dalam penelitian ini terdiri dari dua alat pengumpulan data, yaitu
wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul dianalisis secara
kualitatif, dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya
seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah secara sistematis, faktual, dan
akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif, yakni dengan
menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus,
sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa baik
hukum positif maupun hukum pidana Islam, memandang pembunuhan berencana
sebagai tindak pembunuhan sengaja (kejahatan terhadap nyawa). Perspektif
hukum Islam terhadap putusan no.1823/Pid.B/2015/PN.Plg tidak sesuai dengan
hukum Islam, karena terdakwa hanya dijatuhi hukuman 20 (dua puluh) tahun
penjara. Sedangkan hukuman yang harus dijatuhkan dalam pandangan hukum
Islam adalah Qishash, yang artinya hukuman mati.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Figh Jinayah, Pertimbangan
Hakim dalam Memutuskan Perkara, Putusan Hakim.



PEDOMAN TRANSLITERASI
Terdapat beberapa versi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup
banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi Arab latin berdasarkan keputusan
bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No.
158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf Nama Penulisan
Alif
Ba
Ta
Tsa
Jim
Ha
Kha
Dal
Zal
Ra
Zai
Sin
Syin
Sad
Dlod
Tho
Zho
‘Ain
Gain
Fa
Qaf
Kaf
Lam
Mim
Nun
Waw
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° Ha h
s Hamzah ‘
$ Ya y
3 Ta (marbutoh) T

Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas
vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).
Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

e . Fathah
------ —~~----~ Kasrah

9
"""""""" Dhommah
Contoh :
i€ - Kataba

OSd : Zukira (Pola I atau 1) dan seterusnya

Vokal Rangkap
Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara

harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf Tanda Baca Huruf

Fathah dan ya Al adani

W

9 Fathah dan waw Au adanu




Contoh:

oS kaifa
u,Jf— . ‘ala
Jds> haula

L;i . ai atau ay
Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan

transliterasi berupa huruf atau benda:

Contoh:
Harkat dan huruf Tanda baca Keterangan
@ Fatha dan alif atau ya a a dan garis panjang
diatas
! Kasroh dan ya I I dan garis diatas
s Dlommatain dan waw u U dan garis diatas

isnw JB 1 gala subhanaka

Obas ) pba © shama ramadlana

TP . rama

&d Lia g : fimanafi’u

Os Sl o35S 1 yaktubuna ma yamkuruna

4n Y Cawg JB A :jz gala yusufu liabihi



Ta’> Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta’ Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dlammah,
maka transliterasinya adalah /t/.

2. Ta’ Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya
adalah/h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang
memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu
ditransliterasikan dengan /h/.

4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

JebaY) diaa g Raudlatul athfal

8y siall dipaall al-Madinah al-munawwarah
Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

L, = Robbana J» = Nazzala



Kata Sandang
Diikuti oleh Huruf Syamsiah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya
dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang
dipakau ada dua seperti berikut.

Contoh:

Pola Penulisan

< sl Al-tawwabu At-tawwabu

ol Al-syamsu Asy-syamsu

Diikuti huruf Qomariah
Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai

dengan aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:
Pola Penulisan
all Al-badi’u Al-badi’u
-l Al-gomaru Al-gomaru

Catatan : Baik diikuti huruf syamsiah maupun maupun qomariyah, kata sandang
ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).
Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal Kkata,

hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.



Contoh:

O b . Ta’khuzuna

e lagl) . Asy-syuhada’'u
eyl - Umirtu
el Fatibiha

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola

sebagai berikut:

Contoh Pola Penulisan

b o s sl ols | Wa  innalaha lahuwa  khair  al-
raziqin

Ol s JSU 1 58 5lé | Fa aufu al-kaila wa al-mizani




MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

>

“Hai orang-orang vang beriman, jadikanlah sabar dan shalat
sebagai penolongmu, sesungguinya Allah beserta orang-orang
yang sabar”. (Al-Baqarah :153)

“Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orvang-orang vyang
beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa
derajat”. (9S : Al-Mujadilah 11)

Kemarin adalah masalalu, hari ini adalah takdir, dan esok adalah
masa depan. Dan aku hanya akan menjalani apa yang menjadi
takdirku hari ini ,tanpa aku harus menoleh ke masa laluku yang
terjadi kemarin, aku juga tak akan membayangkan apapun yang
akan terjadi padaku esok hari, biarlah esok menjadi sebuah
kejutan dan keindahan dari masa depanku. Dan belajarlah untuk
tidak menyia-nyiakan waktu, karena waktu akan terus berlalu,
tanpa menunggu Rita melakukan sesuatu yang berharga dalam
hidup.

Persembahan:

Kupersembahkan skripsi ini, untuk orang-orang yang aku sayangi,

takkan pernah tergantikan karena mereka aku bisa seperti sekarang:

>

Kupersembahkan skripsi ini untuk Bapak (Drs.H.Herman.X) dan
mama (Yulidawati) yang aku cintai dan aku sayangi, yang telah
memberikan kasih sayangnya kepadaku dari kecil hingga
sekarang, dan terus berdoa dan berusaha untuk keberhasilan
anak-anaknya.

Kepersembahkan skRripsi ini untuk saudara-saudaraku(Sari
Indah Utami,S.Pd, Yogi Sugar Erlambang, S.Pd, Elva Wahyuni,
AmATRO, Ferda Purnama Melati, Putri Mayang Ulandari,
AmATRO), keponakanku (Fadlan Fatur Rizki dan maritzah
syafiah), kakak febri dan kak ican, wakku rohaya, waknang
wakcak  sopian, wakcik (Alm.Dewi), waknang wakcik
(Alm.iskandar),kakek  (alm.adnan)nenek  (alm.ariyah) dan
sekeluarga besar, yang aku cintai dan aku sayangi.
Kupersembahkan skripsi ini untuk kekasihku Windi Agus Sari.,S.E,
yang aku cintai dan aku sayangi.

Kupersembahkan skripsi ini untuk sahabat-sahabatku di tempat
tinggalku waytam dan sahabat-sahabatku dikampus, yang aku
sayangi.

Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.



KATA PENGANTAR

/‘@3’“) i

) /r e
Puji syukur atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah SWT, serta
sholawat dan salam semoga Kkita tercurahkan kepada baginda besar Nabi
Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikut ajaran beliau hingga
akhir zaman, karena dengan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul, “Tinjauan Figh Jinayah
Terhadap  Kasus Pembunuhan  Berencana  (Studi  Putusan ~ Nomor
1823/Pid.B/2015/PN.Plg)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk
mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penulis menyadari
sepenuhnya, bahwa karya ilmiah ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya
bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan
bantuan serta saran, baik secara moril maupun materil kepada penulis. Sehingga
penulis dapat menutupi dan melengkapi segala kekurangan dan penulisan yang
penulis alami selama penulisan skripsi ini. Dibalik keberhasilan ini penulis
menyadari bahwa dalam hal penulisan skripsi ini masih banyak terdapat
kekurangan. Hal ini dikarenakan masih kurang banyaknya pengetahuan dan
kemampuan yang penulis dapatkan dan miliki, sehingga saran dan kritik yang
bersifat membangun bagi perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan , sehingga
skripsi ini akan benar-benar dapat menjadi karya ilmiah yang bermanfaat serta

berguna bagi setiap insan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai
macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam
buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu
bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai
kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam
Bab XIX KUHP vyang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan
Pasal 350."

Pembunuhan berencana atau Moord merupakan salah satu bentuk dari
kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik
pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan
delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang
terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari
delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur
lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan
dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang
menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik

pembunuhan.?

! Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa. (Jakarta: Rajawali Pers,2013),
him. 82
? 1bid, him. 82



Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimiliki Indonesia telah
mengatur mengenai pembunuhan berencana. Pasal 340 KUHP menjelaskan
sebagai berikut: "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas
nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling
lama dua puluh tahun."®

Rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu
di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam
Pasal 340 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur subjektif: opzettelijk atau dengan sengaja dan voorbedachte

raad atau direncanakan lebih dulu

b. Unsur objektif: beroven atau menghilangkan, leven atau nyawa, dan

een ander atau orang lain.*

Apabila unsur-unsur di atas telah terpenuhi, pelaku sadar atau sengaja
akan timbulnya suatu akibat tetapi dia tidak membatalkan niatnya maka dia dapat
dikenakan Pasal 340 KUHP.

Dalam Hukum Pidana Islam mengenal tindak pidana atau unsur-unsur
jarimah, objek utama kajian figh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian,
yaitu Al-Rukn Al-Syar’i atau unsur formil, Al-Rukn Al-Mad’i atau unsur materiil,
dan Al-Rukn Al-Adabi atau unsur moril. Al-Rukn Al-Syar’i atau unsur formil ialah
unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku

jarimah, jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan

*Kurnia,Rohmat. KUHAP dan KUHP. (Jakarta: Bee Media Pustaka,2014), him.283
* P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang.Delik-Delik Khusus Kejahatan TerhadapNyawa,
Tubuh, dan Kesehatan Cetakan Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), him.52



sanksi kepada pelaku tindak pidana. Al-Rukn Al-Mad’i atau unsur materiil ialah
unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-
benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam
melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan
sesuatu). Al-Rukn Al-Adabi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa
seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau
sedang berada dibawah ancaman.’

Sementara itu, Hukum Pidana Islam mengenal tiga macam jarimah yang

ditinjau dari berat ringannya macam hukuman yang diancamkan, yaitu:

1. Jarimah Qishash Diyat, yaitu perbuatan yang diancam dengan sanksi
atau hukuman Qishash maupun diyat. Kedua sanksi merupakan
hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan
tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban atau walinya).
Berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata, sanksi
gishash diyat ada beberapa kemungkinan dalam penerapannya, seperti
gishash bisa berubah menjadi diyat, diyat menjadi dimaafkan dan
apabila itu terjadi, maka sanksi atau hukuman menjadi hilang karena
maaf. Kategori jarimah Qishash diyat, yaitu Al-Qatl Al-Amd
(Pembunuhan Sengaja), Al-Qatl Sibh Al-Amd (Pembunuhan Semi
Sengaja), Al-Qatl Al-Khata’ (Pembunuhan Keliru), Al-Jarh Al-Amd

(Penganiayaan Sengaja), dan Al-Jarh Al-Khata’ (Penganiayaan Salah).

> Nurul,Irfan dan Masyrofah.figh Jinayah (Jakarta:Amzah,2015) him2-3.



2. Jarimah Hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had.
Had adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nash Al-Qur’an atau
Sunah Rasul, serta menjadi Hak Allah, tidak dapat diganti dengan
macam hukum lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Kategori
Jarimah Hudud ialah Pencurian, Perampokkan, Pemberontakkan, Zina,
Menuduh Zina, Minum-minuman Keras, dan Riddah.
3. Jarimah Ta’zir, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman Ta’zir.
Ta’zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang
melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan Hak Allah maupun Hak
Manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman Hudud atau
Kafarat. Karena Ta’zir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-
Qur’an dan Hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat.
Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi Ta’zir, harus tetap
memperhatikan petunjuk Nash secara teliti karena menyangkut
kemaslahatan umum.®
Berdasarkan uraian diatas, dalam Hukum Pidana Islam pembunuhan
berencana merupakan bagian dari pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja,
sehingga hal itu masuk dalam kategori Jarimah Qishash Diyat. Qishash Diyat
adalah jarimah yang diancam dengan hukuman Qishash atau Diyat. Baik Qishash

maupun Diyat, kedua-duanya adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syara’.

® Ahmad, Azhar Basyir.lkhtisar Figh Jinayat Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Ul
Press Anggota IKAPI,2001) him. 7-8



Adapun sanksi bagi pembunuh di dalam Al-Qur’an Surah Al-Bagarah

Ayat 178, Allah berfirman:’
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Kandungan dari surah Al-Bagarah ayat 178 menjelaskan bahwa apabila
orang merdeka membunuh orang merdeka, maka Qishash berlaku bagi orang
merdeka tersebut. Apabila seorang budak membunuh budak (hamba sahaya),
maka Qishash berlaku bagi budak pembunuh. Apabila yang membunuh seorang
perempuan, maka yang terkena hukuman mati adalah perempuan tersebut.?

Kasus pembunuhan berencana merupakan tindakan kejahatan yang
mengancam eksistensi jiwa dan nyawa seseorang, tindakan tersebut merupakan
tindakan kejahatan yang bisa menggoncang stabilitas keamanan terhadap jiwa dan
nyawa masyarakat. Oleh karena itu, Al-Qur’an Melarang keras tindakan kejahatan
tersebut dan menegaskan acaman hukuman secara rinci dan berat atas diri
pelanggarnya.’

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa baik hukum pidana
umum maupun hukum pidana Islam, pembunuhan berencana adalah perbuatan

yang dilarang dan pelakunya diancam dengan hukuman berat. Pada hukum pidana

7 Q.S. Al-Bagarah.Tafsir Al-manar. (Jakarta:Lentera, 2010).262

8 Tafsir Al-Manar, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), him.263

% Muhammad Amin Suma dkk. Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan
Tantangan Cetakan ke-1 (Jakarta:Pustaka firdaus, 2001), him.108



yang sudah dijelaskan di dalam Pasal 340 KUHP sebagai dasar hukum dan isi dari
pasal yang merupakan sanksi atau hukuman, yaitu hukuman mati, hukuman
penjara seumur hidup dan atau hukuman penjara selama-lamanya dua puluh
tahun. Pada hukum pidana Islam, pembunuhan berencana yang lebih dikenal
dengan pembunuhan sengaja, sudah dijelaskan secara jelas didalam beberapa
penggalan ayat al-Qur’an surah al-Bagarah 178, sebagai beberapa dari dasar
hukum yang isi dari arti dan makna ayat merupakan sanksi atau hukuman, yaitu
Qishash (hukuman balasan) dan Diyat (hukuman ganti rugi).*

Qishash (hukuman balasan) merupakan sanksi kepada pelaku pembunuhan
berencana seperti pembunuhan berencana atau pembunuhan secara sengaja adalah
nyawa dibayar dengan nyawa dan Diyat (hukuman ganti rugi) merupakan sanksi
bayaran besar sebagai ganti rugi terhadap yang diperbuat oleh pelaku
pembunuhan kepada korbannya.**

Pembunuhan berencana yang merupakan salah satu dari sekian banyak
jenis kasus pembunuhan yang sekarang terkadang sering kita jumpai atau dengar,
baik melalui media cetak atau media elektronik. Berikut contoh-contoh kasus
kriminal tindak pidana pembunuhan berencana yang pernah terjadi di Provinsi
Sumatera Selatan, Kota Palembang, yaitu:

1. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Suhendra als. Hendra

Bin Sulaiman yang melakukan perbuatan pidana secara bersama-sma

10.C.S.T Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. (Jakarta: Balai
Pustaka,1986), him.270

1 C.S.T Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. (Jakarta: Balai
Pustaka,1986), him.270



melakukan pembunuhan berencana. Suhendra als. Hendra Bin
Sulaiman dikenai Pasal 340 KUHP dan dikenai Hukuman Mati.*?

2. Kasus Pembunuhan yang dilakukan Suhardi dengan menghabisi nyawa
satu keluarga penjual bakso, Suhardi dijerat Pasal 340 KUHP junto
Pasal 55 KUHP ayat 1, Pasal 339 KUHP junto Pasal 355 KUHP, Pasal
338 KUHP, dan Pasal 365 KUHP ayat 4. Suhardi dijatuhkan Vonis
Hukuman Seumur Hidup oleh Majelis Hakim.*?

3. Kasus pembunuhan oleh Agus Mubarok yang menjadi otak pelaku
kasus pembunuhan Tasir sekeluarga. Agus Mubarok dikenakan Pasal
340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan berencana
yang menghilangkan nyawa satu keluarga sekaligus secara sadis dan
divonis Hukuman Mati.**

Diantara  contoh-contoh  kasus pembunuhan berencana tersebut
membuktikan bahwa di Indonesia, khususnya di daerah Provinsi Sumatera
Selatan, kota Palembang sudah merajalela kasus pembunuhan berencana.

Salah satu kasus pembunuhan berencana yang saya akan teliti, yaitu kasus
pembunuhan berencana yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, kota
Palembang, yang tersangkanya divonis hukuman 20 tahun penjara oleh

Pengadilan Negeri Palembang adalah kasus pembunuhan berencana yang

2 Direktori Putusan. Kasus Pembunuhan Berencana Pengadilan Tinggi Palembang.
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/7011563b31194197781327bd6cfb39c2 (Download,
28 januari 2017)

3 Sriwijaya Post. Kasus Pembunuhan Suhardi PN Lahat Palembang, Rabu 18 januari

2017
% Sriwijaya Post. Kasus Pembunuhan Agus Mubarok Pengadilan Sekayu Cabang
Sukajadi Palembang, Rabu 6 Januari 2017


http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/7011563b31194197781327bd6cfb39c2

dilakukan oleh Syaiful Hagq Bin Sapuan dan Muhammad Masawi Bin
H.Nasaruddin.™

Dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas, bahwa kasus pembunuhan
berencana menunjukkan angka yang signifikan. Walaupun KUHP telah
mengancam hukuman mati bagi pelaku pembunuhan berencana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menjadi tertarik, untuk melakukan
penelitian lebih lanjut mengenai penelitian ini, yaitu tentang Tinjauan Figh
Jinayah Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan
No0.1823/Pid.B/2015/PN.PIg)
B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah sebagai
berikut:

1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A
Palembang dalam memutuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana
pembunuhan berencana menurut putusan no.1823/Pid.B/2015/PN.Plg?

2. Bagaimanakah Perspektif Figh Jinayah terhadap Pertimbangan Hakim
dalam Perkara tindak pidana pembunuhan berencana menurut Putusan

no.1823/Pid.B/2015/PN.Plg?

> Direktori Putusan. Kasus Pembunuhan Berencana Pengadilan Negeri Palembang.
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b98b75372f51866a81b0b328dc983a9a (Download,
28 januari 2017)



http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b98b75372f51866a81b0b328dc983a9a

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas
1A Palembang dalam memutuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana
pembunuhan berencana menurut putusan no.1823/Pid.B/2015/PN.PIg.

2. Untuk mengetahui Perspektif Figh Jinayah terhadap Pertimbangan Hakim
dalam Perkara tindak pidana pembunuhan berencana menurut Putusan
no.1823/Pid.B/2015/PN.PIg.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran

bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan
untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis, yaitu sebagai masukan dalam rangka pengembangan ilmu
pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana Islam yang berkaitan
dengan masalah tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Aspek Praktis, Yaitu sebagai bahan penyusunan hipotesa bagi penelitian
selanjutnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pembunuhan
berencana dan sebagai upaya untuk memenuhi persyaratanakademis dan
memperoleh gelar sarjana dalam Jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.



E. Kerangka Teori
1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan Hukum Pidana adalah upaya menerjemah dan mewujudkan
keinginan-keinginan Hukum Pidana menjadi kenyataan, yaitu Hukum Pidana
menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh
negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang
apa yang bertentangan dengan hukum (On Recht) dan mengenakan nestapa
(penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.®

Proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh
aparatur penegak hukum itu sendiri. Aparatur penegak hukum mencakup
pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak
hukum. Aparatur penegak hukum yang terlibat dalm prose tegaknya hukum itu,
dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum/advokat, jaksa, hakim, dan petugas
sipir permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula piak-
pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya vyaitu terkait dengan
kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikkan, penyidikkan, penuntutan,
pembuktian, penajutuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya permasyarakatn
kembali (sosialisasi) terpidana. Salah satu aparatur penegak hukum yang terlibat
dalam prosestegaknya hukum itu, yaitu Hakim. Hakim merupakan pilar utama dan
tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Hakim memiliki
kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena

itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang

1® Sudarto.Hukum dan Hukum Pidana. (Bandung: Alumni,1986) him.60



profesi Hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai disini diartikan sebagai sifat
atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir
maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam
bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai itu, yaitu
berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap
mandiri, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, menjunjung tinggi harga diri,
berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap profesional.*’

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman,
tugas hakim dalam penegakkan hukum bersifat refresif, artinya menentukan
hukum dan keadilan itu setelah terjadinya kasus-kasus yang konkret yang pada
gilirannya dengan putusan hakim harus diaktualisasikan secara proposional dalam
kerangka penegakkan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai peraturan
perundangan maupun kode etik serta memperhatikan hukum yang hidup dalam
masyarakat. Hakim harus senantiasa berinteraksi dengan rasa keadilan
masyarakat, dengan memperhatikan prinsip equality before of the law.
Kewenangan Hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi,
sehingga putusan pengadilan yang dibuka dengan kalimat “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bermakna, bahwa kewajiban

menegakkan kebenaran dan keadilan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan

Yang Maha Esa.™

" Andicka Putra. Peranan Hakim dan Jaksa dalam Penegakan Hukum. http:/
andickaputra.blogspot.co.id/2016/04/peranan-hakim-dan-jaksa-dalam-penegakan.html (Download:
20 Januari 2017)

'8 Wildan Suyuthi, Mustopa.Kode Etik Hakim Edisi Kedua (Jakarta: kencana,2013)
him.72




2. Teori Figh Jinayah

Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah) merupakan Syariat Allah yang
mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun
akhirat. Syariat Islam dimaksud secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi
setiap manusia untuk melaksanakannya konsep kewajiban asasi Syariah, yaitu
menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri
maupn Yyang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang
berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus
dilaksanakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.**

Objek utama kajian figh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian,
yaitu al-rukn al-syar’i atau unsur formil, ar-rukn al-madi atau unsur materiil, al-
rukn al-adabi atau unsur moril.Al-rukn al-syar’i merupakan unsur yang
menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah (al-jani
atau dader), maka harus ada nash atau undang-undang yang secara tegas
melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Ar-rukn al-madi
adalah sebuah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat disebut pelaku
jarimah maka pelaku harus benar-benar tlah terbukti melakukan jarimah baik
bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun bersifat negatif (pasif tidak
melakukan sesuatu). Sedangkan Al-rukn al-adabi adalah unsur yang menyatakan
bahwa seseorang yang melakukan sebuah jarimah harus sebagai subjek yang bisa

dimintai pertanggung jawabannya atau pelaku harus bisa dipersalahkan, artinya

197ainuddin, Ali. Hukum Pidana Islam.. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), him.1



pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau bukan seorang yang berada
dibawah ancaman dan keterpaksaan.?

Dalam Figh Jinayah terdapat tiga macam jarimah, yaitu: jarimah hudud,
gishas atau diyat, dan takzir. Jarimah hudud telah jelas sanksinya di dalam Al-
Qur’an, contohnya adalah hukuman rajam bagi pelaku zina yang telah
berkeluarga.Begitu juga ditentukan sanksinya di dalam Al-Qur’an, apabila
seseorang membunuh dengan sengaja, maka hukumannya adalah di gishas
(hukuman mati), dan jarimah yang terakhir ialah takzir. Takzir adalah hukuman
terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam
nash Al-Qur’an dan Al-Hadis. Hukuman takzir dijatuhkan untuk memberikan
pelajaran kepada terpidana atau orang lain agar tidak mengulangi kejahatan yang
pernah dia lakukan. Jadi hukuman ini disebut dengan ‘uqubah mukhayyarah
(hukuman pilihan). Dalam hukum takzir seorang hakim diberikan kebebasan
untuk menentukan jenis hukuman takzir terhadap terpidana. Ada ketentuan umum
dalam pemberian sanksi pidana islam, yaitu pertama, hukuman hanya ditimpakan
kepada pelaku kejahatan. Kedua, adanya kesengajaan atau kesalahan fatal. Ketiga,
hukuman dijatuhkan jika kejahatan itu secara meyakinkan memang dilakukan.Dan
ke-empat, berhati-hati dalam menentukan hukuman bila masih ada keraguan dan
bukti yang tidak memadai.**

3. Teori Pembunuhan Berencana
Pembunuhan berencana atau Moord merupakan salah satu bentuk dari

kejahatan terhadap nyawa vyang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik

*°|rfan.Korupsi dalam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua. (Jakarta: Hamzah, 2012),
him.39
“!1rfan. Ibid., him..45



pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan
delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang
terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik
pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Kemudian ditambah satu unsur yakni
“dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan
pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan
pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan. %

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimiliki Indonesia telah
mengatur mengenai pembunuhan berencana. Pasal 340 KUHP menjelaskan
sebagai berikut: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas
nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (Moord), dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling
lama dua puluh tahun.”?

Rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu
diatas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam
Pasal 340 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur subjektif: opzettelijk atau dengan sengaja dan voorbedachte
raad atau direncanakan lebih dulu

b. Unsur objektif: beroven atau menghilangkan, leven atau nyawa,

dan een ander atau orang lain.?*

22 Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa (Jakarta: Rajawali Pers,2013)
him. 82

2 Kurnia, Rohmat. KUHAP dan KUHP (Jakarta: Bee Media Pustaka,2014) hlm 283

# PAF. Lamintang dan Theo Lamintang. Delik-Delik Khusus Kejahatan
TerhadapNyawa, Tubuh, dan Kesehatan Cetakan ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), him.52



F. Definisi Operasional
1. Figh Jinayah
Figh Jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dan
disimpulkan dari nash-nash keagamaan, baik Al-Qur’an maupun Hadis, tentang
kriminalitas, baik berkenaan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan atau
menyangkut seluruh aspek panca jiwa syariat yang terdiri dari agama, jiwa, akal,
kerhormatan atau nasab dan harta kekayaan, maupun diluar panca jiwa syariat
tersebut.”®
2. Pembunuhan Berencana
Pembunuhan Berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain
atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode,
dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari
penangkapan.?®
3. Studi Putusan
Putusan adalah pernyataan Hakim sebagai Pejabat Negara yang diberi
wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk
umum dengan tujuan, untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara

pihak yang berpekara.?’

% Irfan,Nurul.Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam.(Jakarta:Bumi aksara. 2011),him.68

% penji.Tinjauan Figh Jinayah Terhadap Hukuman Mati Bagi pelaku Pembunuhan Sadis
(‘Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 1036/Pid/2008/PN.DPK) (Skripsi.Universitas
Islam Negeri Raden Fatah Palembang,2015) him.2

*" sudikno, Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: liberty,1986)
him.174



G. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba
mengembangkan tulisan ini dengan dukungan dari berbagai tulisan penulisan lain.
Sepanjang sepengetahuan penulis mengenai pembunuhan berencana ditinjau dari
figh jinayah, penulis menemukan skripsi yang hampir menyerupai skripsi milik
penulis antara lain:

Pertama, Hanifah Azwar, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Fakultas
Syariah dan Hukum Jurusan Kepidanaan Islam dalam skripsinya yang berjudul
“Penyertaan dalam pembunuhan berencana dalam hukum islam dan hukum positif
(kajian yurisprudensi no.1429/K/Pid/2010)” yang ditulis pada tahun 2011. Dalam
skripsinya tersebut berkesimpulan bahwa menurut pandangan hukum islam
terhadap kasus pembunuhan no.1429/K/Pid/Mahkamah Agung pada kasus
pembunuhan berencana di Mahkamah Agung Jakarta tersebut, dikategorikan
sebagai pembunuhan sengaja, karena melihat terdakwa merencanakan
pembunuhan korban.Sedangkan dalam hukum positif di indonesia tentang
ancaman hukum terhadap suatu kejahatan termaktub dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis pidana atau
hukuman yang termaktub dalam pasal 10 KUHP. Dibagi dalam dua bagian, yaitu
hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Kedua, Subairi Chasen, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas
Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Islam dalam skripsinya yang berjudul
“Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap PutusanNo.212/Pid.B/2013/Pn.Bkl Tentang

Perbarengan Tindak Pidana Antara Pembunuhan Berencana Dan Pencurian



Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Bangkalan” yang ditulis tahun 2014.
Dalam skripsinya tersebut berkesimpulan bahwa pandangan figh jinayah terhadap
kasus perbarengan tindak pidana (concursus) di atas yaitu pembunuhan berencana
dan pencurian dengan kekerasan seharusnya mendapat hukuman mati atau gisas.
Hal tersebut didasarkan kepada salah satu teori yang digunakan dalam
memutuskan perkara gabungan tidak pidana yang di dalam kaidah figh jinayah
dikenal dengan ta’addud al-jara’im atau gabungan hukuman, yaitu teori
penyerapan (al-Jabb). Teori al-Jabb atau teori penyerapan adalah penjatuhan satu
hukuman terhadap pelaku tindak pidana ganda dengan cara hukuman yang lebih
kecil diserap oleh hukuman yang lebih besar, dalam hal ini adalah hukuman mati.
Sedangkan Hukum positif dalam kasus perbarengan tindak pidana antara
pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan dengan pidana penjara
selama 20 (dua puluh) tahun dan dikurangi masa tahanan.

Ketiga, Penji, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Fakultas Syariah
dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan
Figh Jinayah Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Pembunuhan “Sadis”
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 1036/Pid/2008/PN.DPK)”
yang ditulis tahun 2015. Dalam skripsinya tersebut berkesimpulan bahwa hukum
positif maupun hukum islam tidak ada pertentangan dalam memutuskan hukuman
mati bagi pelaku pembunuhan, hanya saja di dalam hukum Islam ada hukuman
pengganti yaitu diyat (denda). Diyat sendiri bisa dicapai apabila ada kesepakatan
dari pihak keluarga korban untuk memafkan si pelaku dan si pelaku diwajibkan

membayar diyat yang telah ditentukan kadarnya.



Dari hasil penelitian-penelitian terdahulu diatas memiliki perbedaan yang
akan diteliti pada penelitian ini, yaitu penelitian ini meneliti mengapa sanksinya
dihukum 20 tahun penjara, bukan dihukum mati.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan
dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan ketajaman
dalam menganalisa, metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris (yuridis sosiologis). Penelitian ini
berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas didalam
penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto,® yuridis empiris (yuridis sosiologis)
adalah suatu penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap penetapan suatu
masalah baik tertulis maupun tidak tertulis.

2. Lokasi Peneltian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A
Palembang, karena lokasi tersebut dipilih di indikasikan pernah dan atau sedang
menangani kasus pembunuhan berencana.

3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum
a. Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang

berupa pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan dan

%8 Soejono, Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia (U1)
Pers, 2008), him.51



menjelaskan masalah,?® yang dalam penelitian ini berkaitan dengan
Tinjauan Figh Jinayah Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana (Studi
Putusan No0.1823/Pid.B/2015/PN.PIg).
b. Sumber Bahan Hukum
Menurut Soejono Soekanto,® sumber bahan hukum yang dapat
digunakan dalam suatu penelitian ada tiga yaitu bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan bahan
hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat.
Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:
a. Hukum Islam:
1. Al-Qur’an
2. Hadis
3. Ijma’
b. Hukum Positif:
KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang
Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Hakim Pengadilan
Negeri Kelas 1A Palembang terhadap Kasus Pembunuhan

Berencana (Studi Putusan Nomor.1823/Pid.B/2015/PN.PIg).

2% Soerjono, Soekanto. Ibid,hlm.250
% Soerjono, Soekanto.lbid, him.12



2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum, seperti: hasil penelitian atau pendapat
pakar hukum.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Seperti: kamus (hukum) ensiklopedia,
asas-asas hukum pidana, figh jinayah, internet, buku-buku hukum,
dan lain-lain.
Dalam hal ini digunakan data empiris, yaitu data yang bersifat uraian dan
penjelasan berdasarkan sumber hukum yang ada.
4. Populasi dan Sampel
Menurut Soerjono Soekanto,®* populasi adalah sejumlah unit yang
mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama, sedangkan yang menjadi
populasi dalam penelitian ini adalah semua Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A
Palembang. Sedangkan sampel menurut Soerjono Soekanto, sampel adalah
sebagian populasi yang diambil sebagai sebagai sumber data dan dapat mewakili
seluruh populasi, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah hakim-hakim
yang ada di dalam Putusan Nomor 1823/Pid.B/2015/PN.Plg dan hakim-hakim
yang berkaitan dengan pidana mati. Adapun teknik pengambilan sampel yang

digunakan oleh peneliti adalah menggunakan Purposive Sampling, yaitu suatu

3 Soerjono, Soekanto./bid, him.172



teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu atau subjektif yang
ditentukan sendiri oleh penulis. Adapun penentuan sampelnya yang dapat
diwawancarai, yaitu tiga hakim yang berada di dalam Putusan Nomor
1823/Pid.B/2015/PN.PIlg dan dua hakim lainnya pernah menangani kasus yang
berkaitan dengan pidana mati.
Jadi, seluruhnya berjumlah 5 orang yang menangani kasus yang terkena
Pasal 340 KUHP di Palembang.
5. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Soerjono Soekanto,® teknik pengumpulan data dalam suatu
penelitian terdiri dari teknik wawancara atau observasi dan dokumen atau bahan
pustaka, yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk wawancara dan
dokumen atau bahan pustaka dalam mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan
melalui studi lapangan dengan cara melakukan teknik wawancara dan dokumen
atau bahan pustaka.
Sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan
data melalui dua cara, yaitu:
a. Teknik Wawancara
Metode ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, yaitu
dengan cara wawancara, yakni penulis mengadakan tanya jawab
dilakukan dengan menggunakan bahasa indonesia yang mudah
dimengerti dan dipahami dan menggunakan pedoman wawancara.

b. Dokumen atau Bahan Pustaka

%2 Soejono,Soekanto.Op.Cit, him.21



Metode ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder sebagai bahan
referensi dalam mengembangkan masalah yang berkaitan dengan
penelitian ini.
6. Teknik Analisis Data
Analisis data lazimnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan
kualitatif (sulit diukur dengan angka) dan kuantitatif (dapat diukur dengan
angka).** Adapun analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini, yaitu
analisis kualitatif dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-
jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah secara sistematis,
faktual, dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif, yakni
dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke
khusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.
7. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini,
penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut:
Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang
masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka
Teori, Definisi Operasional, Tinjauan Pustaka, dan Metodelogi Penelitian.
Bab kedua, berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan skripsi ini
yang digunakan penulis sebagai dasar penyusunan.
Bab Kketiga, berisi gambaran umum lokasi Penelitian, yaitu (Sejarah

Pengadilan Negeri Kelas 1la Palembang, Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Kelas

% Suratman and Dillaphilips.Metode Penelitian Hukum. (Bandung: Alfabeta

Cv,2014),him.145



la Palembang, dan Tugas Pokok dan Fungsi) dan Gambaran Kasus Tindak
Pidana Pembunuhan Berencana Studi Putusan No0.1823/Pid.B/2015/Pn.Plg Di
Pengadilan Negeri Kelas 1a Palembang.

Bab ke-empat, berisi tentang pembahasan mengenai kasus pembunuhan
berencana yang dilakukan oleh Syaiful Haq bin Sapuan dan Muhammad Masawi
bin H.Nasaruddin.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran yang penulis ambil dari

penulisan skripsi ini.



BAB |1

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Hukum
Menurut Gibtiah,®* Hukum secara umum bermakna sebagai himpunan
peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, yang menjadi pedoman
tingkah laku manusia dalam hidup dalam masyarakat dan kepatuhannya dipaksa
oleh penguasa. Hukum setidaknya memiliki tiga ciri utama, yaitu :
1. Berupa perintah atau larangan.

2. Larangan dan atau perintah itu harus dipatuhi
3. Terdapat sanksi hukum yang tegas bagi pelanggarnya.

Hukum berdasarkan isi atau kepentingan yang diatur dibagi menjadi dua
macam, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur berbagai
hal mengenai kepentingan publik, dan hukum pidana termasuk salah satu darinya.
Sedangkan hukum privat merupakan hukum yang mengatur berbagai masalah
individu, dimana hukum perdata merupakan bagian darinya.

Berdasarkan fungsinya, hukum dibedakan menjadi hukum materiil dan
hukum formal. Hukum materiil merupakan hukum yang mengatur hubungan
hukum antara sesama anggota masyarakat dan penguasa, atau antara masyarakat
dan masyarakat itu sendiri. Hukum materiil menimbulkan adanya hak dan
kewajiban karena adanya hubungan hukum. Adapun hukum formal merupakan

hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum (bagi penguasa), dan

% Gibtiah. Kejahatan Tindak Pidana Pembegalan(Analisis Perbandingan KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM JINAYAH), (Palembang : NoerFikri
Offset bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN RF, 2016), him.17-18



bagaimana cara menuntutnya, bila hak seseorang dilanggar oleh orang lain.

Dengan kata lain hukum formal adalah hukum acara.

berikut®®:

Pengertian Hukum menurut pendapat beberapa ahli hukum adalah sebagai

1. E. Utrecht, dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia,

“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib
dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota
masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap
petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah

masyarakat itu”.

. A. Ridwan Halim, dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia

dalam Tanya Jawab, “Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik
yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku
dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup
bermasyarakat”.

Sunaryati Hartono, dalam bukunya Capita Selecta Perbandingan
Hukum, “Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang,
akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia
dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan perkataan
lain, hukum mengatur pelbagai aktivitas manusia di dalam hidup

bermasyarakat”.

him.6-7

% Masriani, Yulius Tiena. Pengantar Hukum Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika,2014),



4. E. Meyers, dalam bukunya De Algemene begrippen van het Burgelijk
recht, “Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan
kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat,
dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan
tugasnya”.

5. Leon Duguit, dalam bukunya Traite de Droit Constitutional, “Hukum
adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya
penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat
sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar
menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan
pelanggaran itu.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum diatas, penulis menyimpulkan
bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur
tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketenteraman dan kedamaian di dalam
masyarakat.

B. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Sadi 1s,*® Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum
yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan
untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang,
yang biasanya disertai dengan sanksi negatif yang berupa pidana terhadap pelaku
perbuaran yang dilarang itu. Disamping itu, menentukan pula kapan dan dalam

hal apa kepada pelaku yang telah memenuhi larangan itu dapat dikenakan atau

% Sadi Is, Muhammad. Kumpulan Hukum Acara di Indonesia. (Palembang: Kencana dan
kerjasama dengan Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2015), him.77



dijatuhi pidana dan juga menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah memenuhi larangan itu.

Hukum Pidana menurut beberapa pakar hukum adalah sebagai berikut:*’

1.

2.

4.

POMPE, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan
ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
dan aturan pidananya.

APELDOORN, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan
diberi arti: hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan
pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana.
D.HAZEWINKEL-SURINGA, dalam bukunya membagi hukum
pidana dalam arti: perintah dan larangan yang pelanggarnya diancam
dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.

VOS, mengatakan bahwa hukum pidana diberikan dalam arti

bekerjanya sebagai hukum pidana materiil dan hukum pidana formal.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai induk atau sumber

utama hukum pidana, telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan

dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu

pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari:

s E

Pidana Mati,
Pidana Penjara,
Pidana Kurungan,
Pidana Denda,
Pidana Tutupan

% Laila, Hermalia. Peranan Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Penanggulangan
Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Figh Jinayah (Studi Kasus Polsek Sukarami Kota
Palembang), (Palembang, Skripsi Uin Raden fatah Palembang, 2015), him.17



Pidana Tambahan Terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,

3. Pengumuman putusan Hakim.®

Menurut Yulies Tiena Masriani,*® Pembagian Hukum Pidana dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Hukum pidana objektif (ius poenale)

Hukum pidana objektif (ius poenale) adalah seluruh peraturan yang

memuat tentang keharusan atau larangan disertai ancaman hukuman

bagi yang melanggarnya. Hukum pidana objektif dibedakan lagi
menjadi dua, yaitu:

a. Hukum Pidana Materiil, adalah semua peraturan yang memuat
rumusan tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum,
siapa yang dapat dihukum, dan hukuman apa yang diterapkan.
Hukuman pidana materiil merumuskan tentang pelanggaran dan
kejahatan, serta syarat-syarat apa yang diperlukan agar seseorang
dapat dihukum. Hukum pidana materiil dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Hukum Pidana Umum adalah hukum pidana yang berlaku bagi

semua orang(umum)
2. Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi

orang tertentu, seperti anggota-anggota militer atau untuk
perkara tertentu. Misalnya: Pengadilan Militer.

% Gibtiah. Kejahatan Tindak Pidana Pembegalan(Analisis Perbandingan KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM JINAYAH), (Palembang : NoerFikri
Offset bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN RF, 2016), him.22-23

% Masriani, Yulius Tiena. Pengantar Hukum Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika,2014),
him.61-62



b. Hukum Pidana Formil adalah peraturan hukum yang menentukan
bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana
materiil. Jadi, hukum pidana formil mengatur bagaimana
menerapkan sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum
pidana materiil.

2. Hukum Pidana Subjektif (ius puniendi) adalah hak negara untuk
menghukum seseorang berdasarkan hukum objektif. Hak-hak negara
yang tercantum dalam hukum pidana subjektif, misalnya:

a. Hak negara untuk memberikan ancaman hukuman,

b. Hak jaksa untuk menuntut pelaku tindak pidana,
c. Hak hakim untuk memutuskan suatu perkara.

Menurut Yulies Tiena Masriani,*° Tujuan Hukum Pidana ada dua macam,
yaitu:
1. Untuk Menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan
pidana (fungsi preventif/pencegahan)
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar

menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam
masyarakat (fungsi refresif/kekerasan).

Dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana umum adalah untuk
melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan
tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram
dan aman.

Hukum Pidana Islam pada dasarnya sama dengan hukum positif atau
umum. Hanya saja, hukum pidana Islam didasarkan pada sumber hukum Islam,

yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Karena itu, Hukum Pidana Islam merupakan

0 Masriani, Yulius Tiena. Pengantar Hukum Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika,2014),
him.61



suatu hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum Islam, yang mengatur
tentang perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah.*
Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Perbedaan antara
hukum pidana Islam dengan hukum pidana umum, terletak pada sistem pembuat
hukum tersebut. Hukum pidana Islam adalah hukum yang dibuat oleh Sang
Pencipta, Allah SWT. Sedangkan hukum pidana selain Islam merupakan hasil
pembentukan dari manusia (man made law). Perbedaan ini menunjukan
keunggulan sisi hukum pidana Islam, dimana ia dibuat Sang Khalik yang maha
mengetahui masa lalu, sekarang dan yang akan datang, serta paling mengerti
setiap aspek kehidupan manusia. Dengan demikian hukum pidana Islam adalah
hukum universal dan berlaku hingga akhir zaman.
C. Tindak Pidana menurut Hukum Positif
1. Tindak Pidana
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana
Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah terdapat dalam WvS Belanda,
dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan
resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu,
beberapa ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, akan

tetapi sampai sekarang belum ada keragaman pendapat.*?

* Gibtiah. Kejahatan Tindak Pidana Pembegalan(Analisis Perbandingan KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM JINAYAH), (Palembang : NoerFikri
Offset bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN RF, 2016), him.24-25
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Strafbaar feit banyak didefinisikan pengertiannya oleh para sarjana hukum

dengan keseragaman pendapatnya masing-masing, seperti:

a. Mulyatno, menerjemahkan istilah Strafbaar feit dengan perbutan
pidana. Menurutnya “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna
adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu
yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi
pidana. Dapat diartikan demikian karena “perbuatan pidana” tidak
mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan
hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

b. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan Strafbaar feit dengan
menggunakan istilah “peristiwa pidana” yang digunakan secara resmi
dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, yaitu dalam
Pasal 14 ayat (1). Secara subtantif “peristiwa pidana” lebih menunjuk
kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan
manusia maupun oleh gejala alam.

c. Menurut Pompe, perkataan strafbaar feit secara teoritis dapat
dirumuskan sebagai: suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap
tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap
pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan

terjaminnya kepentingan umum.



d. Moeljatno menyatakan bahwa pengertian tindak pidana berarti

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa

saja yang melanggar larangan tersebut.

Delik adalah perbuatan pidana. Perbuatan pidana dibedakan menjadi

beberapa macam, yaitu sebagai berikut:*?

1. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan

perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan
dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian
adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu
mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki
barang itu dengan melawan hukum.

Delik materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu
akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: Pembunuhan. Dalam
kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya
seseorang Yyang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan
sengaja dan dengan direncanakan. Pembunuhan biasa dan pembunuhan
berencana ( Pasal 338 KUHP dan Pasal 339 KUHP).

Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena
kealpaanya mengakibatkan matinya seseorang. Contoh pasal 359

KUHP.

him.63

* Masriani, Yulius Tiena. Pengantar Hukum Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika,2014),



5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan
pengaduan oerang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum
merupakan delik. Contoh pasal mengenai perzinahan atau penghinaan.

6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan
kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Contoh pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan
yang sah.

Tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan sebab dari
adanya pidana. Seseorang dipidana karena ia telah melakukan suatu perbuatan
tindak pidana. Istilah tindak pidana ada beberapa macam, antara lain delik,
perbuatan pidana, dan peristiwa pidana. Dalam sistem hukum di Indonesia, suatu
perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana,
apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu
merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asa legalitas
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal 1 ayat (1)
tersebut, yaitu:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana

dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah

ada” 44

Berbagai penjelasan diatas kita dapat melihat bahwa pandangan ahli
hukum terdapat perbedaan dalam menyikapi strafbaar feit, ada yang memaknai-

nya sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik dan tindak pidana. Penulis

* Sutan, Remy Sjahdeini. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Jakarta: Grafiti
Pers,2007), him.20



dalam hal ini lebih suka menggunakan tindak pidana, karena dalam pandangan
penulis bahwa tindak pidana itu lebih luas pengertiannya.

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas, penulis dapat menyimpulkan
bahwa Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum dan telah diatur di
dalam KUHP maupun Undang-Undang. Setiap tindakan yang melanggar hukum
telah ada sanksinya masing-masing, berat atau ringannya sanksi tersebut
tergantung pada tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut.

e. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah®:

1. Perbuatan,

2. Yang dilarang (oleh aturan hukum),

3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum.
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada
perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan
pidana mengambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya
benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum,
yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Rumusan R.Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur,
yakni“®:

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia),

** Adami, Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian | (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2012), him.79

* Adami, Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian | (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2012), him.80



2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

3. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur diatas nomor ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman
terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu
diikuti dengan penghukuman (pemidanaan).*’

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur moeljatno dan R.tresna, tidak ada
perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang,
dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya.
Dari unsur-unsur yang jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut
diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.*

Menurut Yulies Tiena, Maharani, Unsur-unsur peristiwa pidana(Tindak
Pidana) dapat ditinjau dari dua, yaitu*:

1. Dari Segi Obijektif, berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana
adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat
perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.

2. Dari Segi Objektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan
seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang
mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu
timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan
itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam

dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

*” Adami, Chazawi. Ibid, him.80

“® Adami, Chazawi. Ibid, him.80

* Masriani, Yulius Tiena. Pengantar Hukum Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika,2014),
him.62-63



Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*°

1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan
seseorang atau sekelompok orang.

2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-
undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahn dan harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi,
perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang
melanggar ketentuan hukum.

4. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan Kkata lain, ketentuan hukum
yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Secara umum penulis dapat menyimpulkan unsur-unsur tindak pidana

sebagai berikut:
1. Adanya niat dari dalam diri pelaku.

Dalam Pasal 53 KUHP terkandung suatu pengertian bahwa agar
penjatuhan pidana kepada seseorang yang baru mencoba melakukan suatu
kejahatan memiliki dasar letimigasi yang kuat, maka harus dipenuhi semua syarat
yang tercantum di dalam pasal tersebut. Pertama, adanya niat pada diri seseorang
untuk melakukan suatu kejahatan. Kedua, niat tersebut harus telah diwujudkan

secara nyata dalam bentuk permulaan pelaksanaan. Dan ketiga, kejahatan yang

*% Masriani, Yulius Tiena. Pengantar Hukum Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika,2014),
him.63



telah dimulai pelaksanaannya oleh seseorang tersebut, akhirnya tidak selesai yang
disebabkan oleh sesuatu diluar dirinya atau bukan atas kehendak sendiri.>*
2. Adanya perbuatan, yaitu adanya perilaku yang melawan hukum.

Menurut Moeljatno, mengatakan bahwa sebelum seseorang dapat
dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan
perbuatan pidana. Oleh karena itu, disamping delik-delik biasa terdapat beberapa
delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat
dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana
(strafaufdehnungsgrund).®?

Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa pada dasarnya seseorang hanya
dapat dipidana karena bersalah melakukan perbuatan pidana apabila ia memenuhi
unsur, yaitu suatu perbuatan manusia, yang memenuhi rumusan delik, yang
bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut
dipenuhi maka seseorang dapat dipidana.>®

3. Pelaku, yaitu subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang
dilarang.

Pelaku (Pleger) adalah orang secara materiil dan personlijk nyata-nyata
melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan
delik yang terjadi. Seorang pleger adalah orang yang perbuatannya telah
memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang

dilanggar.>*

>t Ali, Mahrus.Dasar-Dasar Hukum Pidana.(Jakarta: Sinar Grafika, 2012),him.116-119
*2 Ali, Mahrus.lbid,him.123
** Ali, Mahrus.lbid,him.124
** Ali, Mahrus.Ibid,him.124



Menurut doktrin hukum pidana pleger dibedakan dengan dader. Pleger
adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang
sama dengan pembuat. Sedangkan dader adalah pembuat dari suatu perbuatan
pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik, dan pembuat
yang mempunyai kaulifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi
sebagai pembantu.>®

Seorang pleger bukan seseorang yang turut serta (deenemer), Kiranya
dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku, disamping pihak-pihak lain
yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang ia lakukan akan
dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku. Sedangkan cara penyertaan
dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh
keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku utama.
Dengan demikian, pleger adalah orang yang memenuhi semua unsur delik,
termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.*®

4. Adanya kerugian.

Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Materil
misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang,
biaya-biaya, dan lain-lain. Sedangkan, imateril misalnya ketakutan, kekecewaan,
penyesalan, sakit, dan kehilangan semagat hidup yang pada prakteknya akan

dinilai dalam bentuk uang.>’

>> Ali, Mahrus./bid.him.124

*® Ali, Mahrus./bid.him.125

>’ https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/ download,21
Mei 2017
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Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdata sebagai berikut:
Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);
Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367
KUHPerdata). Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata, seseorang tidak hanya
bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri,
melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang
menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam
pengawasannya, Misal : Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal
1369 KUHPerdata), Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang
dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdata), Ganti rugi karena telah luka tau cacat anggota
badan (Pasal 1371 KUHPerdata), Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal
1372 KUHPerdata), dan lain-lain.®

5. Adanya sanksi pidana yang mengatur tentang perbuatan atau kejahatan di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Sistem hukum pidana, ada dua jenis sanksi yang keduanya
mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan.
Kedua sanksi tersbut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatar
belakanginya dan tujuannya. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling
banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang
dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi pidana
ini pun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara,

pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana

%8 https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/ download,21
Mei 2017
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berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan
pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.*®

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar diluar
KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu
berupa perawatan dirumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau
walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih
dibawah umur. Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang
tersebar diluar KUHP yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin
mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan
akibat tindak pidana,rehabilitasi, dan lain sebagainya.®

Kedua jenis sanksi tersebut (sanksi pidana dan sanksi tindakan) dalam
teori hukum pidana lazim disebut dengan double track system (sistem dua jalur),
yaitu sistem sanksi dalam hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana dan
sanksi tindakan sebagai suatu sanksi yang mempunyai kedudukan yang sejajar
dan bersifat mandiri.Sanksi Pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau
penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan
perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut
diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.®*

f. Sanksi Pidana
Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (strafbedreiging)

kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi mempunyai tugas

> Ali, Mahrus.Dasar-Dasar Hukum Pidana.(Jakarta: Sinar Grafika, 2012),him.193
% Ali, Mahrus.lbid,him.194
®! Ali, Mahrus.Ibid,him.194



agar norma yang ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat
pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.®

Menurut Mahrus Ali, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling
banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang
dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi ini
bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana
kurungan, pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa
pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan
pengumuman putusan hakim merupakan pidana tambahan.®®

Secara umum penulis dapat menyimpulkan, untuk dapat dipidananya
seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, salah satunya telah memenuhi
unsur-unsur tindak pidana, adanya kesalahan untuk dapat dipertanggungjawabkan,
dan tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf.

D. Tindak Pidana menurut Hukum Islam
1. Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah jinayah dan
jarimah, dimana keduanya memiliki pengertian yang sama. Walaupun demikian
kedua istilah ini berbeda dalam penerapan kesahariannya. Jinayah artinya
perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Sedangkan jarimah mengandung arti
perbuatan buruk, jelek atau dosa. Jadi, pengertian jarimah secara harfiah sama

halnya dengan pengertian jinayah.®*

62 Kamelia. Tindak Pidana lkan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perikanan ditinjau dari Figh Jinayah (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2015), him.33

* Kamelia. Ibid, him.33

® Kamelia.lbid, him.25



Adapun pengertian jarimah sebagai berikut:

| Mol A5 4y Ciyglioes
Artinya:

“Larangan-larangan syara’ (yang apabila dikerjakan) diancam
Allah hukuman had atau za zir”.

Dalam hal ini, perbuatan jarimah bukan saja mengerjakan perbuatan yang
jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagi jarimah kalau
seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan.
Abdul Qadir Audah menjelaskan masalah ini dengan mengatakan bahwa kata
larangan (< 4laaa ) Seperti yang termaktub dalam definisi diatas menjelaskan

sebagai berikut: "
4 JaiSygl ks o [Py
Artinya: ol 74 ot J‘u’ E

“Mudharat (larangan) adalah melakukan suatu perbuatan yang
dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan”.

Kata Jarimah identik dengan pengertian yang disebut hukum positif
sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari
suatu pelanggaran hukum. Jadi, dalam hukum positif jarimah di istilahkan dengan
delik atau tindak pidana. Adapun pemakaian kata Jinayah lebih mempunyai arti
lebih umum (luas), yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut-pautnya
dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa
tertentu. Oleh karena itu, pembahasan figh jinayah yang memuat masalah-masalah
kejahatan, pelanggaran yang dikerjakan manusia, dan hukuman yang diancamkan
kepada pelaku perbuatan disebut figh jinayah dan bukan istilah figh jarimah.®

Secara umum penulis dapat menyimpulkan, bahwa kedua istilah tersebut

memiliki kesamaan dan perbedaanya secara etimologis, kedua istilah tersebut

8 Kamelia. Ibid,him.26



bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang

berkonotasi negatif, salah atau dosa. Adapun letak perbedaannya terletak pada

pemakaiannya dan arah pembicaraannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk dapat dianggap atau dikategorikan suatu jarimah, sesuatu perbuatan

harus memiliki beberapa persyaratan atau beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut

adalah sebagai berikut:

1.

3.

Al-rukn al-syar’i merupakan unsur yang menyatakan bahwa seseorang
dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah (al-jani atau dader), maka
harus ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan
menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

Ar-rukn al-madi adalah sebuah unsur yang menyatakan bahwa
seseorang dapat disebut pelaku jarimah maka pelaku harus benar-benar
tlah terbukti melakukan jarimah baik bersifat positif (aktif melakukan
sesuatu) maupun bersifat negatif (pasif tidak melakukan sesuatu).
Al-rukn al-adabi adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang yang
melakukan sebuah jarimah harus sebagai subjek yang bisa dimintai
pertanggung jawabannya atau pelaku harus bisa dipersalahkan, artinya
pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau bukan seorang yang

berada dibawah ancaman dan keterpaksaan.®

Sementara itu, Hukum Pidana Islam mengenal tiga macam jarimah yang

ditinjau dari berat ringannya macam hukuman yang diancamkan, yaitu:

him.39

*®|rfan.Korupsi dalam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua. (Jakarta: Hamzah, 2012),



Pertama, Jarimah Qishash Diyat, yaitu perbuatan yang diancam dengan
sanksi atau hukuman Qishash maupun diyat. Kedua sanksi merupakan hukuman
yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi
menjadi hak perorangan (si korban atau walinya). Berbeda dengan hukuman had
yang menjadi hak Allah semata, sanksi gishash diyat ada beberapa kemungkinan
dalam penerapannya, seperti gishash bisa berubah menjadi diyat, diyat menjadi
dimaafkan dan apabila itu terjadi, maka sanksi atau hukuman menjadi hilang
karena maaf. Kategori jarimah Qishash diyat, yaitu Al-Qatl Al-Amd (Pembunuhan
Sengaja), Al-Qatl Sibh Al-Amd (Pembunuhan Semi Sengaja), Al-Qatl Al-Khata’
(Pembunuhan Keliru), Al-Jarh Al-Amd (Penganiayaan Sengaja), dan Al-Jarh Al-
Khata’ (Penganiayaan Salah).

Kedua, Jarimah Hudud yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had.
Had adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nash Al-Qur’an atau Sunah
Rasul, serta menjadi Hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam hukum lain
atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Kategori Jarimah Hudud ialah
Pencurian, Perampokkan, Pemberontakkan, Zina, Menuduh Zina, Minum-
minuman Keras, dan Riddah.

Ketiga, Jarimah Ta’zir yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman
Ta’zir. Ta’zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang
melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan Hak Allah maupun Hak Manusia
dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman Hudud atau Kafarat. Karena Ta’zir
tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur’an dan Hadis, maka ini menjadi

kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi



Ta’zir, harus tetap memperhatikan petunjuk Nash secara teliti karena menyangkut
kemaslahatan umum.®’
3. Sanksi Pidana

Sanksi dalam figh jinayah disebut dengan hukuman atau ugubah ( L.__‘;cl)
Adapun pengertian hukuman atau ugqubah( ise),sebagaimana yang dikemukakan
oleh Abdul Qadir Audah, Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan
syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara’
dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat,
sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.®®

Ancaman hukuman terhadap berbagai macam jarimah diperlukan guna,
menjaga agar orang jangan sampai melakukannya sebab sekedar ada larangan atau
perintah melakukan sesuatu perbuatan tanpa sanksi, tidak dijamin akan dipatuhi.
Hal ini sejalan dengan kecenderungan hawa nafsu yang ada dalam jiwa manusia
sendiri untuk melanggar larangan atau mengabaikan perintah.

Sebagai contoh dalam QS. Al-Bagarah 178-179, disebutkan bahwa
hukuman gishash (kisas) yang dilaksanakan dalam jarimah pembunuhan dengan
sengaja akan menjamin kelangsungan hidup manusia. Artinya, jika kepada pelaku
jarimah pembunuhan dengan sengaja diterapkan hukuman mati, orang tidak akan
mudah melakukan pembunuhan, yang berarti merupakan jaminan keselamatan

jiwa manusia. Jika hukuman kisas tidak dilaksanakan, pembunuhan akan banyak

7 Ahmad, Azhar Basyir.lkhtisar Figh Jinayat Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Ul
Press Anggota IKAPI,2001) him. 7-8

% Ramiyanto. Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok dalam Hukum Pidana ditinjau
dari Figh Jinayah (Skripsi, IAIN Raden Fatah Palembang, 2010), him.31

* Ahmad, Azhar Basyir. Ibid, him.2



terjadi dalam masyarakat, yang berarti hilang atau berkurangnya jaminan
keselamatan jiwa atau kelangsungan hidup manusia.”
E. Pengertian Pembunuhan Berencana

Menurut Adami, Chazawi,”* Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau
disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat
ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur
dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan

rencana, dengan pidana atau pidana penjara seumur hidup atau selama
waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Rumusan tersebut terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur
Subjektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Sedangkan
unsur obyektif yaitu perbuatan (menghilangkan nyawa) dan obyeknya (nyawa
orang lain).Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 228
ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat
ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan
pembunuhan dalam Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur
dengan rencana terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana mengandung 3 syarat atau unsur, yaitu:

Pertama, Memutuskan kehendak dalam suatu tenang adalah pada saat
memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin)

yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau

’® Ahmad, Azhar Basyir. Ibid, him.3
7t Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa. (Jakarta: Rajawali Pers,2013),
him. 80



tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai
indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah
dipikirnya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran
dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana
tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan
mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhinya memutuskan kehendak
untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkannya ketika itu.

Kedua, Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai
dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti
tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan
atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu
singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-
gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang.
Begitu juga tidak boleh telalu lama. Sebab bila terlalu lama sudah tidak lagi
menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk
membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.”

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara
pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya
hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu: Dia masih
sempat untuk menarik kehendaknya membunuh, dan bila kehendaknya sudah
bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan

dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak,

72 Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa. (Jakarta: Rajawali Pers,2013),
him. 82
> Adami Chazawi.lbid, him.83



untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan
rekayasa.’

Ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana
(batin) tenang. Unsur atau syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang
terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu
tidak dalam dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang
berlebihan dan lain sebagainya.”

Penulis dapat menyimpulkan bahwa, Tiga unsur atau syarat dengan
rencana lebih dulu sebagaimana diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling
berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah
atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

Pada hukum pidana Islam, pembunuhan berencana yang lebih dikenal
dengan pembunuhan sengaja, sudah dijelaskan secara jelas didalam beberapa

penggalan ayat al-Qur’an surah al-Baqarah 178, sebagai berikut: "
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Kandungan dari surah Al-Bagarah ayat 178 menjelaskan bahwa apabila

orang merdeka membunuh orang merdeka, maka Qishash berlaku bagi orang

merdeka tersebut. Apabila seorang budak membunuh budak (hamba sahaya),

’* Adami Chazawi.lbid, him.83

> Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa. (Jakarta: Rajawali Pers,2013),
him.83-84

’® Q.5.Al-Bagarah. Tafsir Al-Manar, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), him.262



maka Qishash berlaku bagi budak pembunuh. Apabila yang membunuh seorang
perempuan, maka yang terkena hukuman mati adalah perempuan tersebut.”’
Penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum Pidana Islam, pembunuhan
berencana merupakan bagian dari pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja,
sehingga hal itu masuk dalam kategori Jarimah Qishash Diyat. Qishash Diyat
adalah jarimah yang diancam dengan hukuman Qishash atau Diyat. Baik Qishash

maupun Diyat, kedua-duanya adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syara’.

" Tafsir Al-Manar, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), him.263



BAB Il

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM
TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA STUDI PUTUSAN

No0.1823/Pid.B/2015/PN.Plg DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PALEMBANG

A. Sejarah Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang adalah kelanjutan dari
sistem Pengadilan Kolonial Belanda yaitu Pengadilan Rakyat setelah melalui
berbagai macam proses maka Pengadilan Rakyat berubah menjadi Pengadilan
Negeri.

Pada awalnya kantor Pengadilan Negeri yang dikenal dengan nama kantor
Laandraad, terletak di daerah Sayangan Pasar 16 Palembang dan sampai sekarang
dikenal dengan jalan Pengadilan di Palembang. Pada tahun 1971 Pengadilan
Negeri Palembang yang berada di Ibukota Provinsi Sumatera Selatan ini telah
menempati gedung baru yang dibangun di Jalan Kapten A.Rivai No.16
Palembang hingga sekarang.

Sebelum tahun 2004, Pengadilan Negeri Palembang berada dibawah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan baru pada tahun 2004 seluruh
Peradilan yang berada di seluruh Indonesia berada satu atap dibawah Mahkamah
Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang merupakan
satu-satunya Pengadilan umum yang berada diKotamadya Palembang.

Nama-nama Hakim yang ditugaskan di Pengadilan Negeri Kelas 1A
Palembang dari tahun ke tahun terus berganti, dari tahun 1966 sampai sekarang,

begitu juga dengan Ketua Pengadilan Negeri Palembang dari tahun ke tahun juga



terus berganti, dan berikut nhama-nama yang pernah menjadi Ketua Pengadilan

Negeri Palembang, adalah sebagai berikut:

Tabel
Nama-nama yang pernah

menjadi Ketua Pengadilan Negeri Palembang

No. | Nama-nama Hakim Tahun Jabatan
1. | Achmad Sulaiman, S.H 1966 S/D 1968
2. | Darwis Sirin, S.H 1968

3. | Amruddin Nur, S.H 1968 S/D 1972
4. | L.M Silalahi, S.H 1972 S/D1978
5. | Abdullah Basri, S.H 1978 S/D 1984
6. | H.P Pangabean, S.H 1984 S/D 1985
7. | Soejatman, S.H 1985 S/D 1988
8. | Ridwan Nasution, S.H 1988 S/D 1992
9. | Soelim Hardijoto, S.H 1992 S/D 1994
10. | Armen Lubis, S.H 1994 S/D 1995
11. | Amir Syafaruddin Harahap, S.H 1995 S/D 1997
12. | Djazuli Pranoto, S.H 1997

13. | Moestofa Mochammad, S.H 1997 S/D 2001
14. | Untung Harjadi, S.H 2001 S/D 2002
15. | H.R. Nachrowi, S.H 2002 S/D 2003
16. | H. Sugeng Achmad Yudhi, S.H 2003 S/D 2005
17. | H.Muh. Daming Sunusi, S.H., M.H | 2005 S/D 2016




18. | Nasaruddin Tappo, S.H 2006 S/D 2008

19. | H.Moch. Hatta, S.H., M.H 2008 S/D 2010

20. | DR. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H | 2010 S/D 2012

21. | H. Ali Makki, S.H., M.H April 2012 S/D
November 2013

22. | H. Ade Komarudin, S.H., M.Hum November 2013
S/D Februari
2015

23. | H.Sugeng Hiyanto, S.H., M.H Februari 2015
S/D Juni 2016

24. | H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., | Juni 2016 S/D
M.Hum Sekarang

Sumber: Data Diolah, Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, 2016
B. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Palembang

Pengadilan Negeri Palembang sebagai salah satu pelaksana kekuasaan
Kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang memiliki Visi dan Misi
mengacu pada Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Visi merupakan gambaran masa depan yang merupakan cita-cita yang
ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Palembang, Visi tersebut yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi
yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Palembang menetapkan misi
sebagai berikut:

Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan;

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

el o



C. Tugas dan Fungsi

Dalam posisi Hakim, terdapat dua jenis Hakim. Hakim karir dan ad hoc.

Hakim karir adalah para juru adil yang bekerja berdasarkan jenjang Karir,

sedangkan hakim ad hoc disini khusus menangani perselisihan hubungan

industrial. Adapun tugas dan kewajiban Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua

Pengadilan Negeri dan kewajiban Para Panitera dan karyawan-karyawannya,

sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan

Tugas dan Fungsi:

Melakukan Pengawasan terhadap jalannya peradilan yang ditangani
oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.

Melakukan pengawasan terhadap tingkah laku para Hakim pada
Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.

Melakukan pengawasan/memonitor terhadap pekerjaan-pekerjaan baik
administrasi tekhnis maupun non tekhnis Pengadilan Negeri Kelas 1A
Palembang.

Memberikan Peringatan, Teguran, dan petunjuk yang diperlukan.
Tugas-tugas lain  yang menurut Undang-Undang Diwajibkan
Kepadanya.

2. Wakil Ketua Pengadilan

Tugas dan Fungsi:

Membantu ketua dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya
peradilan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A
Palembang.
Tugas-tugas lain yang menurut Undang-Undang diwajibkan
kepadanya.

3. Panitera/Sekretaris

Tugas dan Fungsi:

Membantu Ketua Pengadilan Negeri Palembang dalam membuat
program Kkerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan
perorganisasikannya.



Melakukan penilaian dan mengesahkan penilaian pelaksanaan
pekerjaan pejabat bawahan.

Melakukan bimbingan pegawai dengan lingkungan Pengadilan Negeri
Kelas 1A Palembang.

Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan.

Dengan dibantu oleh wakil panitera dan panitera muda yang
menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya
perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata.
Mengkoordinasikan ketatausahaan dilingkungan Pengadilan Negeri
Kelas 1A Palembang.

Melakukan pengawasan melekat dilingkungan Pengadilan Negeri
Kelas 1A Palembang.

Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin Pengadilan Negeri
Kelas 1A Palembang sesuai dengan ketentuan dan perundang-
undangan berlaku.

Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan,
dokumen akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan, pihak ketiga,
surat-surat bukti dan surat-surat lainnya disimpan kepaniteraan.
Membuat akta dan salinan putusan.

Menerima dan mengirimkan berkas perkara.

Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan Pengadilan Negeri
Kelas 1A Palembang.

Melakukan pengelolaan kebutuhan formasi dan pengelolaan
administrasi kepegawaian pegawai Pengadilan Negeri Kelas 1A
Palembang.

Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusuna laporan pelaksanaan
tugas Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.

Pencabutan penunjukkan permohonan kembali.

Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali.

Pembuatan akta yang menurut Undang-Undang peraturan diharuskan
dibuat oleh panitera.

4. \Wakil Panitera

Tugas dan Fungsi:

Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan
tugas-tugas Panitera Muda Perdata.
Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan
tugas-tugas Panitera Muda Pidana.
Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan
tugas-tugas Panitera Muda Hukum.
Menerima surat-surat masuk yang berhubungan dengan tugas
kepaniteraan yang telah diposisikan oleh Ketua/Wakil Ketua dan



Panitera/Sekretaris untuk diteruskan ke masing-masing panitera muda
untuk penyelesaiannya.

5. Wakil Sekretaris

Tugas dan Fungsi:

Menyelenggarakan tertib administrasi dalam hal surat-menyurat dalam
Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.

Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan
tugas pada sub bagian umum.

Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan
tugas pada sub bagian keuangan.

Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan
tugas pada sub bagian kepegawaian.

Koordinasi dengan bagian Kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas
kedinasan.

Tugas-tugas lain yang menurut Undang-Undang diwajibkan
kepadanya.

6. Panitera Muda Perdata

Tugas dan Fungsi:

Melakukan administrasi perkara.
Mempersiapkan persidangan perdata.
Melakukan formalitas perlengkapan perkara.
Melaksanakan pendaftaran berkas perkara.

7. Panitera Muda Pidana

Tugas dan Fungsi:

Menerima berkas perkara yang dikirim oleh Kejaksaan Negeri
Palembang.

Melaksanakan formalitas kelengkapan berkas perkara pidana.
Menyerahkan berkas perkara pidana yang telah diregistrasi dan
dilengkapi dengan formulir penetapan penunjukkan Majelis Hakim
kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan
Negeri Kelas 1A Palembang melalui Panitera/Sekretaris.
Menyerahkan berkas perkara pidana kepada Ketua Majelis Hakim
yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A
Palembang.

Secara teratur mengisi kolom buku registrasi dengan tertib, cermat
lengkap dan tepat waktu.



Membuat laporan bulanan perkara pidana.

Menyimpan dan memelihara surat-surat yang berhubungan dengan
perkara pidana.

Melaksanakan administrasi perkara.

Mempersiapkan persidangan perkara.

Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan.

Tugas-tugas lain yang menurut Undang-Undang diwajibkan
kepadanya.

8. Panitera Muda Hukum

Tugas dan Fungsi:

Mengevaluasi laporan bulanan perkara perdata dan pidana.

Menata kembali arsip perkara perdata dan pidana yang sudah in aktif.
Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data.

Menyajikan statistik perkara.

Menyusun laporan perkara.

Menyimpan arsip berkas perkara.

Melakukan administrasi pendaftaran Notaris.

Melakukan administrasi pendaftaran Penasehat Hukum.

Melakukan administrasi pendaftaran Badan Hukum.

Melakukan administrasi kewarganegaraan.

Tugas-tugas lain yang menurut Undang-Undang diwajibkan
kepadanya.

9. Urusan Kepegawaian

Tugas dan Fungsi:

Menyusun rencana kerja kepala sub bagian kepegawaian.

Menyusun formasi pengangkatan pegawai baru pada Pengadilan
Negeri Kelas 1A Palembang.

Membuat laporan tutup tahun anggaran kepegawaian.

Menyiapkan data kepegawaian untuk mengikuti ujian dinas tingkat |
dan tingkat II.

Mengadakan usulan kenaikan pangkat.

Menyelesaikan urusan permintaan pensiun pegawai, pensiun
janda/laporan pensiun.

Menyimpan SK para pegawai Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A
Palembang.



10. Urusan Keuangan

Tugas dan Fungsi:

Membuat, menyusun rencana penggunaan anggaran dan rencana
kebutuhan fisik/perlengkapan kantor yang dituangkan dalam RKL-
KL.

Menyusun DIPA Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.
Melaksanakan tugas kebendaharaan pengeluaran APBN Pengadilan
Negeri Kelas 1A Palembang.

Membuat dan mengirim Lapbul, Labtrin, Lapsemester, Laptah dan
Laporan BAP kas Penerimaan dan Kas Pengeluaran APBN
Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.

Menyusun rekapitulasi anggaran/laporan keuangan.

Menyusun daftar pemasukan dan pengeluaran.

Membuat dan menata usahakan daftar gaji pegawai.

11. Urusan Umum

Tugas dan Fungsi:

Membuat Daftar Inventaris Barang (DIB).

Menempatkan karyawan pada tempat yang benar sesuai dengan ilmu,
bakat, kemampuan serta status (SK pengangkatan).

Mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara.

Mengusulkan pengadaan dan penghapusan barang Milik Negara.
Menyimpan dan memelihara barang-barang yang ada dalam
penguasaan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.

D. Gambaran Umum Kasus Pembunuhan Berencana Studi Putusan Nomor

1823/Pid.B/2015/PN.Plg

1.

Identitas Terdakwa.

Nama Lengkap : Syaiful Haq Bin Sapuan

Tempat Lahir > Indralaya

Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun/ 18 April 1985

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Tanjun Sejaro Dusun | No.32
Kabupaten Ogan Ilir

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Ada

Pendidikan : SMP (tidak tamat)



e Nama Lengkap : Muhammad Masawi Bin H.Nasarudin

Tempat Lahir : Palembang

Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun/ 09 April 1996

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : J.Suwada Rt.37 Rw.11 No0.2046 Kelurahan
Lorok Pakjo, Palembang

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Ada

Pendidikan : SMA™

2. Penahanan
a. Penyidik Polri, sejak tanggal 25 Semptember 2015 s/d 14 Oktober
2015.
b. Perpanjangan Penahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15
Oktober 2015 s/d 23 Nopember 2015.
c. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember s/d 06 Desember 2015.
d. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Nopember 2015 s/d 18 Desember
2015.
e. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A
Palembang, sejak tanggal 19 Desember 2015 s/d 16 Februari 2016."
3. Dakwaan
Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh penuntut umum telah
melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:®
Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa 1. Syaiful Hagq Bin Sapuan dan
terdakwa 2. Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin pada hari kamis tanggal 24
september 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di depan Gedung Smartfren
Jalan Nusa Indah Lrg.Teratai | Rt.36 Rw.11 Kelurahan Lorok Pakjo Palembang
atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah

Hukum Pengadilan Negeri Palembang, baik secara bersama-sama maupun

bertindak sendiri-sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang

’® Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A
Palembang Nomor 1823/Pid.B/2015/PN.Plg, him.1

7® Mahkamah Agung Republik Indonesia ./bid,him.2
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turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih
dahulu merampas nyawa Alfiansyah Setiawan Bin H.Syafrudin sesuai dengan
Visum Et Repertum No. HK.04.01/11.3..32/113/2015 tanggal 24 september 2015
yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.Beringin Sitanggang dokter yang
memeriksa pada Rumah Sakit DR. Muhammad Hoesin Palembang dengan
kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar terdapat luka tusuk didada Kiri atas
menembus rongga dada, dengan panjang dua koma tiga sentimeter lebar nol koma
lima sentimeter, dalam enam koma dua sentimeter (luka tusuk dada Kiri atas
akibat trauma tajam), perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-
cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa
2.Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin sedang berada dirumah, tiba-tiba saksi
Bahar Fahlevi bin H.Nasaruddin memanggil dan mendekati terdakwa 2 sambil
berkata “KAU GARI/CARI PIAN (ALFIANSYAH SETIAWAN BIN
H.SYARIFUDIN) OMONGKE MASALAH MOLEN( alat untuk ngecor)
TUNGGU KESAMPE SUDAH KARENA MOLEN BELUM DIANTARKE
FIAN (KORBAN)”, mendengar perkataan saksi BAHAR yang tidak lain adalah
kakak kandung terdakwa 2 sendiri, akhirnya terdakwa 2 menyetujui atas perintah
kakaknya tersebut, dan langsung pergi mengajak terdakwa 1 SYAIFUL HAQ BIN
SAPUAN untuk mencari/ menemui korban ALFIANSYAH SETIAWAN BIN
H.SYARIFUDIN, dimana korban sering nongkrong (dikantor smart fren) namun
tidak ketemu akhirnya para terdakwa pulang kerumah, sekira pukul 24.00 WIB

para terdakwa keluar kembali dengan tujuan untuk mencari korban dengan



berbekal masing-masing membawa senjata tajam jenis cap garpu dan meminta
RUBI selaku tukang ojek, untuk mengantar para terdakwa ke kantor smart fren
dimana biasanya korban nongkrong, sebelum sampai ke kantor smart fren terlebih
dahulu para terdakwa membeli minuman keras jenis anggur disamping jalan
Balap Sepeda dekat kantor TVRI, setelah selesai minum-minuman keras para
terdakwa pergi ke kantor smart fren dengan berboncengan bertiga, setelah sampai
ditempat tujuan(TKP) lalu para terdakwa turun, sedangkan RUBI tetap berada
diatas motornya dan para terdakwa langsung mendekati saksi ALEXANDER BIN
SUHERMAN dan bertanya apakah ada korban disini dan dijawab oleh saksi
ALEXANDER, korban ada disini sambil menunjuk arah dalam pos lalu terdakwa
2 langsung masuk kedalam untuk menemui korban yang sedang bermain PS (Play
Station) dan setelah bertemu terdakwa 2 berkata kepada korban dengan kata-kata,
“KAK JAM BERAPO MOLEN TU NAK DIANTER KATO KAKAK AKU” dan
dijawab korban “BESOK BAE DAG USAH SIRU NIAN” mendengar ucapan
korban terdakwa 2 merasa tersinggung dan sakit hati dan langsung menemui dan
melaporkan perihal tersebut ke terdakwa 1 yang sedang menunggu diluar,
mendengar laporan terdakwa 2 lalu terdakwa 1 masuk menemui korban sambil
memangil korban yang masih bermain PS dan menyuruh untuk keluar, setelah
korban keluar untuk menemui terdakwa 2, mengingat rasa sakit hati dan
tersinggung atas perkataan-perkataan korban dengan perasaan marah bercampur
emosi dan terbawa oleh pengaruh minum-minuman keras, lalu timbullah niat para
terdakwa untuk menghabisi nyawa korban, terdakwa 2 tanpa berkata terdakwa 2

langsung memukul korban dengan menggunakan tangannya akan tetapi tidak



kena, dan dibalas oleh korban memukul dan mengenai mata kiri, ketika terdakwa
2 sedang berkelahi dengan korban, datang terdakwa 1 untuk membantu sambil
mengeluarkan pisau cap garpu dan menusukannya ke arah badan korban dan
mengenai dada sebelah kiri tembus kerongga dada dan saat terdakwa 2 hendak
menusukan pisau ke arah badan korban, korban belari untuk menyelamatkan diri,
melihat korban berlari lalu terdakwa 2 bertanya kepada terdakwa 1, ngapo korban
lari dan dijawab oleh terdakwa 1 “KORBAN KUTUJAH DIDADO KIRINYO
KARENA KORBAN NAK NUJAH KAU” mendengar jawaban terdakwa 1 lalu
para terdakwa melarikan diri dengan menggunakan jasa ojek (RUBI) ke arah jalan
veteran untuk pergi kerumah paman terdakwa 2, setelah korban berhasil berlari
datang saksi ALEXANDER dan masyarakat sekitar untuk dilakukan pertolongan
medis dengan cara dibawa kerumah sakit, namun saat diperiksa dokter korban
sudah  meninggal dunia, sesuai dengan visum et repertum No.
HK.04.01/11.3..32/113/2015 tanggal 24 september yang diperiksa dan ditanda
tangani oleh dr.BERINGIN SITANGGANG dokter yang memeriksa pada Rumah
Sakit DR.MUHAMMAD HOESIN PALEMBANG, selanjutnya beberapa jam
kemudian para terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak yang
berwenang untuk proses lebih lanjut.
4. Tuntutan

Tuntutan pidana kepada terdakwa-terdakwa yang pada pokok sebagai

berikut;

a. Menyatakan terdakwa 1.Syaiful Hag Bin Sapuan dan terdakwa 2
Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin terbukti secara sah dan
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meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

b. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu 1.Syaiful Haqg Bin
Sapuan dan terdakwa 2 Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin dengan
pidana penjara masing-masing: 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama
para terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah
agar para terdakwa tetap ditahan.

c. Barang Bukti: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, gagang kayu,
sarung kulit, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dalam
keadaan robek dan berlumuran darah ada robek bekas benda tajam
pada bagian dada sebelah kiri, semuanya dirampas atau dimusnahkan.

d. Menetapkan para terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara ini
masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

5. Hal yang Memberatkan dan Hal yang Meringankan
Hal yang memberatkan dan hal yang meringankan kepada terdakwa-
terdakwa, adalah sebagai berikut:®
a. Hal yang Memberatkan:

e Bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa telah menimbulkan
kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban karena telah
kehilangan salah seorang anggota keluarganya yaitu dalam hal ini
korban “Alfiansyah Setiawan Bin H.Safruddin”.

e Perbuatan terdakwa-terdakwa telah meresahkan masyarakat.

b. Hal yang Meringankan:

e Terdakwa-terdakwa dengan jujur dan sportif langsung mengakui
terus terang perbuatannya.

o Terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
akan mengulanginya lagi.

e Terdakwa belum pernah dipidana.

6. Vonis

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP serta
ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hakim memvonis sebagai berikut:®
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1. Menyatakan Terdakwa 1. Syaiful Haq Bin Sapuan dan Terdakwa 2.
Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘“Pembunuhan
Berencana” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primer.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa-terdakwa
tersbut dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh)
tahun.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis
pisau gagang kayu yang bersarung kulit, dan 1 (satu) buah baju kaos
lengan pendek warna hitam dalam keadaan robek dan berlumuran,
dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara ini
masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).
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BAB IV
PEMBAHASAN
A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang
dalam memutuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana
pembunuhan berencana menurut putusan No.1823/Pid.B/2015/PN.Plg

Sebagaimana penulis kemukakan pada bab terdahulu, yang dimaksud
dengan penjatuhan pidana itu adalah suatu penderitaan atau nestapa yang
diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan
dirumuskan oleh Undang-undang. Salah satu fungsi penjatuhan pidana bagi
pelaku tindak pidana adalah berupa sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan jenis
sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap
seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, pidana itu dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan adanya
penjatuhan pidana ini, diharapkan bahwa seorang pelaku tindak pidana tidak akan
mengulangi perbuatan yang sudah dilakukannya itu atau dengan tujuan menakut-
nakutinya, memperbaikinya, dan membuatnya menjadi tidak berdaya.

Maksudnya menakut-nakuti ialah bahwa pidana harus dapat memberi rasa
takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak
mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi
diatakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat

memperbaiki dirinya (reclasering).



Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat diperbaiki, penjatuhan pidana
harus bersifat membinasakan atau membuatnya jadi tidak berdaya. Tujuan satu-
satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam
masyarakat berupa sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan yang
melanggar aturan hukum pidana. Salah satunya untuk menerapkkan sanksi berupa
sanksi pidana ini dilakukan oleh yang melakukan perbuatan melanggar aturan
hukum.

Hakim hal ini, sebagaimana yang dikemukakan dalam asas hukum pidana,
orang tidak dianggap bersalah sebelum adanya penjatuhan pidana atau putusan
hakim untuk melakukan hukuman tetap. Hakim dalam melaksanakan tugas
penegakan hukumnya, meliputi menerima, memeriksa, mengadili, serta
memutuskan.

Hal ini sebagaimana dituangkan dalam KUHAP Pasal 183 KUHAP.
Seperti halnya yang dijelaskan di dalam Pasal 183 KUHAP:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Uraian diatas bahwa hakim harus mempunyai alat bukti yang cukup dan
memiliki keyakinan bahwa alat bukti tersebut benar adanya. Ketentuan yang
diatur dalam Pasal 183 KUHAP diatas, orang dapat mengetahui bahwa adanya
dua alat bukti yang sah saat itu adalah belum cukup bagi hakim untuk
menjatuhkan pidana bagi seseorang, tetapi dari alat bukti yang sah itu Hakim juga

perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi

dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya



adanya keyakinan pada hakim saja adalah juga tidak cukup, apabila keyakinan
tersebut telah tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Serta Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang
jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Ketentuan pasal diatas, mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila
terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya,
hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan
perkara tersebut. Selanjutnya, ketentuan pasal diatas memberikan makna kepada
hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum, untuk menerima,
memeriksa, mengadili suatu perkara, sehingga dengan demikian wajib hukumnya
bagi hakim untuk menemukan hukumnya dengan menggali hukum yang tidak
tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang
yang bijaksana dan bertanggung jawab.

Oleh sebab itulah, maka untuk melihat kinerja hakim dapat diukur dari tiga
sifat tersebut dalam menjatuhkan pidana, yaitu unsur yuridis (kepastian hukum),
unsur filosofis(kemanfaatan) dan unsur sosiologis. Dengan begitu diharapkan
bahwa putusan hakim itu dapat menimbulkan rasa keadilan masyarakat Unsur
yuridis yaitu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana, atau ada
jaminan hukum yang dijalankan, dan berhak menurut hukum dapat memperoleh

haknya dan bahwa putusannya dilaksanakan, serta perkara yang serupa harus



diputus serupa pula. Unsur filosofis berintikan kebenaran dan keadilan, keadilan
adalah penilaian terhadap perbuatan atau perlakuan seseorang terhadap orang lain
dan lazimnya hanya dilihat dilihat dari sudut orang yang terkena atau dikenai
pelakuan itu. Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang
hidup dan berkembang dalam masyarakat, masyarakat menginginkan adanya
keseimbangan tatanan dalam masyarakat, dengan adanya sengketa keseimbangan
tatanan di dalam masyarakat itu terganggu dan keseimbangan yang terganggu itu
harus dipulihkan kembali.®*.

Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang, terutama
undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, sebagaimana halnya dalam kasus
yang penulis amati, dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana studi
putusan nomor 1823/Pid.B/2015/PN.PLG, sesuai dengan ukuran yuridis, filosofis,
dan sosiologis. Kedudukan perkara ini yaitu terdakwa 1.Syaiful Hag Bin Sapuan
dan terdakwa 2 Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dengan
merencanakan membunuh si korban Alfiansyah Setiawan Bin H.Safruddin,
sehingga si terdakwa 1 dan terdakwa 2 dijatuhkan hukuman 20 Tahun penjara atas
perbuatannya.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang di
dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh

undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

8 Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar). (Yogyakarta:Liberty, 2009),
hlm.92



Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis
secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:
a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan
itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas
terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut
waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum
digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam
menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan
dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu
bahan pertimbangan.

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaaan, dan dalam
putusan nomor 1823/Pid.B/2015/PN.PLG, Dalam putusan ini jaksa penuntut
umum menuntut terdakwa dengan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 340
KUHP Jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: "Barangsiapa
sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam
karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."”
Selanjutnya dalam dakwaan subsidiar, yaitu melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal
5 ayat 1 ke-1 KUHP, Dakwaan lebih subsidiair melanggar pasal 351 KUHP ayat 3
KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-3
KUHP. Sehingga apabila memperhatikan penyusunan dakwaan jaksa penuntut

umum di muka, maka dapatlah diketahui dakwaan jaksa penuntut umum tersebut



bersifat alternatif subsideritas, dimana dakwaan kesatu primair haruslah
dibuktikan terlebih dahulu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa
dalam perkara ini, dan jika tidak terbukti, baru kemudian dakwaan subsidiair dan
lebih subsider atau dakwaan kedua.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan
sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di
sidang tentang pebuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami
sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk
pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan
penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan
baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat
hukum.Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya
merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ataupun penuntut
umum. Berikut ini akan dikemukakan, pertimbangan hakim berkaitan dengan
keterangan terdakwa yang disampaikan di dalam sidang yaitu yang terdapat dalam
putusan nomor 1823/Pid.B/2015/PN.PLG. Menimbang bahwa di awal
persidangan telah didengar pula keterangan dari terdakwa-terdakwa, yang
pokoknya menerangkan diantaranya:

1. Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari kamis tanggal 24
September 2015 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat didepan
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Kelurahan Lorok Pakjo Palembang telah melakukan tindak
pembunuhan bersama dengan terdakwa 2.Muhammad Masawi Bin
H.Nasaruddin.

Bahwa benar terdakwa menerangkan berawal pada hari Rabu
Tanggal 23 September 2015 sekira puku 22.00 Wib terdakwa
sedang berada dirumah tiba-tiba saksi Bahar Fahlevi Bin
H.Nasaruddin memanggil dan mendekati terdakwa 2.Muhammad
Masawi Bin H.Nasaruddin sambil berkata “Kau gari/cari
Pian(Alfiansyah Setiawan Bin H.Syarifudin) omongke masalah
molen (alat ngecor) tunggu ke sampe sudah karena molen belum
diantarke Fian(Korban).

Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah terdakwa 2.
Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin disuruh oleh saksi Bahar,
lalu lebih kurang 22.00 Wib terdakwa dan terdakwa.2 mencari /
menemui korban Alfiansyah Setiawan Bin H.Syarifudin sambil
jalan kaki dan masing-masing membawa sebilah pisau diman
korban sering nongkrong (di kantor Smart Fren) namun tidak
ketemu akhirnya terdakwa dan terdakwa 2 pulang kerumah hingga
pukul 24.00 Wib.

Bahwa benar terdakwa menerangkan oleh karena merasa kesal dan
tersinggung atas sikap korban lalu keesokan harinya pada tanggal
24 September 2015 sekira pukul 02.00 wib kembali lagi terdakwa

dan terdakwa 2 keluar rumah dengan tujuan untuk mencari kembali



korban sambil masing-masing membawa senjata tajam jenis cap
garpu dan meminta Rubi selaku tukang ojek untuk mengantar
terdakwa dan terdakwa 2 untuk mencari korban dimana biasanya
korban nongkrong.

. Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelum terdakwa dan
terdakwa 2 mencari korban yang kedua kalinya terlebih dahulu
terdakwa dan terdakwa 2 membeli minuman keras jenis anggur
disamping TVRI Palembang setelah selesai minum kembali lagi
terdakwa 2 dan terdakwa 1 dengan jasa ojek mencari korban
dimana korban sering nongkrong, hingga sampai pukul 03.00 Wib
terdakwa 1 dan terdakwa 2 tiba dikantor Smart Fren.

. Bahwa benar tedakwa menerangkan setelah sampai dikantor
Smartfren lalu terdakwa dan terdakwa 2 turun dari sepeda motor
dan mendekati saksi Alexander Bin Suherman dan bertanya apakah
ada korban disini dan dijawab oleh saksi Alexander, korban ada
disini sambil menunjuk arah dalam pos lalu terdakwa 2 langsung
masuk kedalam untuk menemui korban yang sedang bermain PS
(Play Station) dan setelah bertemu terdakwa 2 berkata kepada
korban dengan kata-kata: kak jam berapo molen tu nak diantar kato
kakak aku, dan dijawab korban: besok bae dag usah siru nian,
mendengar ucapan korban terdakwa 2 merasa tersinggung dan sakit
hati dan langsung menemui dan melaporkan perihal tersebut ke

terdakwa yang sedang menunggu diluar.



7. Bahwa benar terdakwa menerangkan oleh karena mendengar
laporan terdakwa 2 lalu terdakwa masuk menemui korban sambil
memanggil korban yang masih bermain PS dan menyuruh untuk
keluar, setelah korban keluar, mengingat rasa sakit hati dan
tersinggung atas perkataan-perkataan tanpa berkata terdakwa 2
langsung memukul korban dengan menggunakan tangannya akan
tetapi tidak kena dan dibalas oleh korban memukul dan mengenai
mata Kiri.

8. Bahwa benar terdakwa menerangkan ketika terdakwa 2 sedang
berkelahi dengan korban dan terdakwa melihat korban hendak
menusukan pisaunya kearah terdakwa 2 lalu terdakwa datang untuk
membantu  sambil mengeluarkan pisau cap garpu dan
menusukannya ke arah badan korban dan mengenai dada sebelah
Kiri.

9. Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah korban berhasil
ditusuk oleh terdakwa lalu terdakwa 1 berusaha untuk mengejarnya
sambil terdakwa 2 berkata ngap / mengapa lari dan dijawab oleh
terdakwa “korban kutujah didado kirinyo karena korban nak nujah
kau” mendengar jawaban terdakwa lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2
melarikan diri dengan menggunakan jasa ojek kearah jalan veteran
dan tidak lama kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil

ditangkap oleh pihak yang berwenang.



10. Setelah  dilakukan  pemeriksaan  barang bukti  terdakwa
membenarkannya.
11. Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatan didepan persidangan
c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan
putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai
alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia
dengar sendiri,ia lihat sendiri,dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam
sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Bila hakim mempertimbangkan keterangan saksi, hal tersebut merupakan
hal yang wajar sebab dari keretangan saksi inilah akan terungkap perbuatan
pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain,
keterangan saksi ini akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan
jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai
gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.

d. Barang-barang bukti

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut
umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya, kemudian
mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan
harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan
kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan
surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta

keterangan seperlunya.



Adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan akan menambah
kenyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan yang didakwakan
kepada terdakwa, dan sudah tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu
dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Adapun jenis dan rupa
barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai
dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam putusan perkara Nomor 1823/Pid.B/2015/PN.PLG barang bukti
yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut: Barang Bukti: 1 (satu)
bilah senjata tajam jenis pisau, gagang kayu, sarung kulit, 1 (satu) buah baju kaos
lengan pendek warna hitam dalam keadaan robek dan berlumuran darah ada robek
bekas benda tajam pada bagian dada sebelah Kiri.

Selanjutnya Pertimbangan yang bersifat Filosofis dalam perkara Nomor
1823/Pid.B/2015/PN.PLG, yaitu berisi bahwa dalam persidangan, majelis hakim
tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana,
baik alasan pembenar dan atau pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung
jawabkan perbuatannya, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Selanjutnya Pertimbangan yang bersifat Sosiologis dalam perkara Nomor
1823/Pid.B/2015/PN.PLG, yaitu bahwa hakim memutuskan untuk menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan hukuman 20 tahun penjara,
dengan melihat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah menimbulkan

kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban karena telah kehilangan salah



seorang anggota keluarganya dan perbuatan terdakwa-terdakwa telah meresahkan
masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa-terdakwa
dengan jujur dan sportif langsung mengakui terus terang perbuatannya, menyesali
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa belum
pernah dipidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar
Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dalam memutuskan
tindak pidana pembunuhan berencana perkara nomor 1823/Pid.B/2015/PN.PLG
sudah sesuai dengan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Hakim dalam hal
perkara ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasar-dasar dalam
menjatuhkan pidana, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, surat dakwaan,
keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti, dan dijatuhkan hukuman 20 Tahun
penjara dikarenakan perbuatan terdakwa.l dan terdakwa.2 telah menimbulkan
kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban karena telah kehilangan salah
seorang anggota keluarganya dan perbuatan terdakwa-terdakwa telah meresahkan
masyarakat.

Dengan dijatuhkan pidana 20 Tahun penjara terhadap kasus pembunuhan
berencana perkara nomor 1823/Pid.B/2015/PN.PLG, sudah memenuhi syarat
untuk mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari putusan
Hakim. Dalam Pasal 340 KUHP ini paling berat hukuman mati, tapi hakim
menjatuhkan hukuman 20 Tahun penjara dengan melihat aspek meringankan dan

memberatkan.



Dengan demikian hakim dalam memutuskan perkara nomor
1823/Pid.B/2015/PN.PLG sudah memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sudah
memenuhi aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, dengan melihat fakta-fakta
dipersidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti dan
sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

B. Perspektif Figh Jinayah terhadap Pertimbangan Hakim dalam
Perkara tindak pidana pembunuhan berencana menurut Putusan
No0.1823/Pid.B/2015/PN.PlIg
Sebagaimana dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, Hakim dalam

hal perkara ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasar-dasar dalam
menjatuhkan pidana, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, surat dakwaan,
keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti, dan dijatuhkan hukuman 20 Tahun
penjara dikarenakan perbuatan terdakwa.l dan terdakwa.2 dan sudah memenuhi
syarat untuk mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari
putusan Hakim, dalam Pasal 340 KUHP ini paling berat hukuman mati, tapi
hakim menjatuhkan hukuman 20 Tahun penjara dengan melihat aspek
meringankan dan memberatkan.

Dengan demikian, dalam menganalisa putusan Pengadilan Negeri Kelas
1A Palembang Nomor 1823/Pid.B/2015/PN.Plg, meskipun hukum positif
menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, tetapi dalam Hukum Islam, penulis perlu
memaparkan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori

tindak pidana (jarimah) atau tidak menurut Hukum Islam.



Menurut Hukum Islam ditinjau dari unsur-unsur jarimah, objek kajian figh
Jinayah, dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

Pertama, Al-Rukn Al-Syar’i atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan
bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah, jika ada undang-
undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak
pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1823/Pid.B/2015/PN.Plg,
menyatakan bahwa Syaiful Haq Bin Sapuan dan Muhammad Masawi Bin
H.Nasaruddin, dinyatakan bersalah menurut hukum positif karena telah
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55
ayat 1 ke-1 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Di dalam hukum Islam, Allah
SWT, secara tegas berfirman dalam Al-Qur’an Surah Al-An’am ayat 151, yang

berbunyi:

A VRPN

(Q.S.Al-An’am ayat 151) é’J\i Y“L /:J!l\ /r_ﬂ,:- ‘_é“ \;..A:.ﬁ M Y_)

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhanya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”.(Q.S.Al-An’am
ayat 151).%°

Avyat ini tidak lain adalah ketetapan Allah SWT atas larangan membunuh
sebagai suatu penekanan, sebab hal itu telah termasuk dalam larangan berbuat keji
baik yang tampak maupun yang tersembunyi.®

Selain ayat tersebut, terdapat juga larangan untuk melakukan pembunuhan,

selain dari larangan tersebut Allah SWT, juga memberikan hukuman bagi para

% Lihat Al-Qur’an Surah Al-An’am ayat 151.
% M.Syarif, Hidayat. Sanksi Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana
Pembunuhan Menurut Figh Jinayah (Skripsi, IAIN Raden Fatah Palembang, 2016), him.93



pelaku sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur’an Surah Al-Bagarah ayat

178 yang berbunyi:®’
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Kandungan dari surah Al-Bagarah ayat 178 menjelaskan bahwa apabila
orang merdeka membunuh orang merdeka, maka Qishash berlaku bagi orang
merdeka tersebut. Apabila seorang budak membunuh budak (hamba sahaya),
maka Qishash berlaku bagi budak pembunuh. Apabila yang membunuh seorang
perempuan, maka yang terkena hukuman mati adalah perempuan tersebut.®®

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami dengan adanya beberapa
ayat tersebut yang menerangkan tentang larangan membunuh serta sanksi bagi
pelaku pembunuhan, dengan demikian ada nash secara tegas melarang secara
tegas pembunuhan sekaligus memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana
pembunuhan. Maka unsur Al-Rukn Al-Syar’i dapat terpenuhi, karena di dalam
hukum Islam adanya larangan untuk membunuh dan sanksi bagi pelaku
pembunuhan.

Kedua, Al-Rukn Al-Mad’i atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan
bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan
sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu)

maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).

¥ Q.5.Al-Bagarah. Tafsir Al-Manar, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010),him.262
% Ibid. him.263



Menurut fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahwa terdakwa
Syaiful Haq Bin Sapuan dan terdakwa Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
pembunuhan berencana. Dengan adanya korban Alfiansyah Setiawan Bin
H.Safrudin, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa Syaiful Haq Bin Sapuan
dan terdakwa Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin yang menyebabkan matinya
korban. Sehingga unsur Al-Rukn Al-Mad’i ini pun dalam hukum Islam terpenuhi.

Ketiga, Al-Rukn Al-Adabi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan
bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah
umur, atau sedang berada dibawah ancaman.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Nomor:
1823/Pid.B/2015/PN.Plg tersebut, menyatakan bahwa terdakwa Syaiful Haq Bin
Sapuan dan terdakwa Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin di dalam surat
dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa terdakwa Syaiful
Hag Bin Sapuan dan terdakwa Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin termasuk
orang yang sudah dewasa, tidak gila, dan tidak sedang dibawah ancaman dalam
melakukan perbuatan tersebut, sehingga unsur Al-Rukn Al-Adabi ini pun dapat
terpenuhi menurut hukum Islam.

Unsur-unsur yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A
Palembang Nomor: 1823/Pid.B/2015/PN.Plg, adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”.

2. Unsur “Dengan Sengaja”.

3. Unsur “Direncanakan terlebih dahulu”.



4. Unsur “Hilangnya Nyawa Oranglain”.

Hal ini sejalan dengan unsur pembunuhan sengaja menurut hukum Islam,
yaitu:

1. Korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup.

2. Pembunuhan itu merupakan perbuatan si pelaku.

3. Adanya maksud dari pelaku untuk membunuh.®

Menurut penulis, unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”
dalam hukum positif, sejalan dengan unsur “adanya maksud dari pelaku untuk
membunuh” dalam hukum Islam Unsur tersebut baik menurut hukum positif
maupun hukum Islam dapat penulis katakan bahwa sama, karena dari kedua unsur
tersebut mengandung unsur niat untuk melakukan pembunuhan atau
menghilangkan nyawa orang lain.

Unsur berikutnya, “barang siapa” dalam hukum positif, juga sejalan
dengan unsur “pembunuhan itu merupakan perbuatan si pelaku” menurut hukum
Islam, unsur “barang siapa” merupakan siapa saja yaitu menunjuk pada subjek
hukum pidana yakni peang-perorangan (natuurlijke person) yang kepadanya dapat
diminta pertanggungjawaban pidana. Sedangkan unsur “pembunuhan merupakan
perbuatan si pelaku” dapat dipersamakan dengan siapa saja yang melakukan
pembunuhan maka dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Maka dapat penulis katakan bahwa tindak pidana kasus pembunuhan
berencana yang dilakukan terdakwa Syaiful Hag Bin Sapuan dan terdakwa

Muhammad Masawi Bin H.Nasaruddin adalah tindak pidana pembunuhan

% M.Syarif, Hidayat. Sanksi Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana
Pembunuhan Menurut Figh Jinayah (Skripsi, IAIN Raden Fatah Palembang, 2016), him.96



sengaja. Dapat dilihat dari terpenuhinya unsur “dengan sengaja merampas nyawa
orang lain” menurut hukum positif dan terpenuhinya unsur “adanya maksud
untuk melakukan pembunuhan” menurut hukum Islam.

Pembunuhan dalam hukum pidana Islam sebagaimana diuraikan pada bab
sebelumnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Jarimah Qishash Diyat, Jarimah
Hudud, dan Jarimah Ta’zir, adalah sebagai berikut:

Pertama, Jarimah Qishash Diyat, yaitu perbuatan yang diancam dengan
sanksi atau hukuman Qishash maupun diyat. Kedua sanksi merupakan hukuman
yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi
menjadi hak perorangan (si korban atau walinya). Berbeda dengan hukuman had
yang menjadi hak Allah semata, sanksi gishash diyat ada beberapa kemungkinan
dalam penerapannya, seperti gishash bisa berubah menjadi diyat, diyat menjadi
dimaafkan dan apabila itu terjadi, maka sanksi atau hukuman menjadi hilang
karena maaf. Kategori jarimah Qishash diyat, yaitu Al-Qatl Al-Amd (Pembunuhan
Sengaja), Al-Qatl Sibh Al-Amd (Pembunuhan Semi Sengaja), Al-Qatl Al-Khata’
(Pembunuhan Keliru), Al-Jarh Al-Amd (Penganiayaan Sengaja), dan Al-Jarh Al-
Khata’ (Penganiayaan Salah).

Kedua, Jarimah Hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had.
Had adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nash Al-Qur’an atau Sunah
Rasul, serta menjadi Hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam hukum lain
atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Kategori Jarimah Hudud ialah
Pencurian, Perampokkan, Pemberontakkan, Zina, Menuduh Zina, Minum-

minuman Keras, dan Riddah.



Ketiga, Jarimah Ta’zir, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman
Ta’zir. Ta’zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang
melakukan pelanggarn baik berkaitan dengan Hak Allah maupun Hak Manusia
dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman Hudud atau Kafarat. Karena Ta’zir
tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur’an dan Hadis, maka ini menjadi
kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi
Ta’zir, harus tetap memperhatikan petunjuk Nash secara teliti karena menyangkut
kemaslahatan umum.®

Berdasarkan uraian diatas, dalam Hukum Pidana Islam pembunuhan
berencana merupakan bagian dari pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja,
sehingga hal itu masuk dalam kategori Jarimah Qishash Diyat. Qishash Diyat
adalah jarimah yang diancam dengan hukuman Qishash atau Diyat. Baik Qishash
maupun Diyat, kedua-duanya adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syara’.

Qishash sendiri dapat diganti dengan diyat kalau pihak keluarga korban
mau memaafkan si pelaku maka hukuman diyat dapat dilaksanakan ataupun
sebaliknya jika pihak keluarga korban tidak mau memaafkan si pelaku maka
gishash harus dilaksanakan. Pembunuhan yang disengaja telah jelas diancam
dengan hukuman gishash (hukuman mati) ini sesuai dengan Al-Qur’an Surah Al-
Bagarah ayat 178.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan, bahwa perkara sebagaimana
putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang nomor : 1823/Pid.B/2015/

PN.Plg, termasuk kedalam kategori jarimah qishash diyat. Karena telah

% Ahmad, Azhar Basyir.lkhtisar Figh Jinayat Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Ull
Press Anggota IKAPI,2001) him. 7-8



terpenuhinya semua unsur untuk membunuh yang dilakukan terdakwa yang
dibuktikan dengan terdakwa dengan menusuk ke dada korban dengan pisau cap
garpu. Ini menunjukkan bahwa terdakwa memang sengaja menghendaki atas
kejadian tersebut dengan membunuh korban. Dengan demikian dapat penulis
simpulkan bahwa terdakwa Syaiful Hag Bin Sapuan dan terdakwa Muhammad
Masawi Bin H.Nasaruddin menurut hukum Islam harus diberi sanksi berupa

gishash, bukan hukuman 20 Tahun penjara.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan
sebagai berikut:

1. Adapun dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A
Palembang dalam memutuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana
pembunuhan berencana menurut putusan no.1823/Pid.B/2015/PN.Plg,
yaitu Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, sudah memperhatikan
rasa keadilan masyarakat, sudah memenuhi aspek yuridis, filosofis dan
sosiologis, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, surat dakwaan,
keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti dan sudah memenuhi rasa
keadilan masyarakat.

2. Adapun Perspektif Figh Jinayah terhadap Pertimbangan Hakim dalam
Perkara tindak pidana pembunuhan berencana menurut Putusan
no.1823/Pid.B/2015/PN.Plg, yaitu termasuk kedalam kategori jarimah
gishash diyat. Karena telah terpenuhinya semua unsur untuk membunuh
yang dilakukan terdakwa yang dibuktikan dengan terdakwa dengan
menusuk ke dada korban dengan pisau cap garpu. Ini menunjukkan
bahwa terdakwa memang sengaja menghendaki atas kejadian tersebut
dengan membunuh korban. Dengan demikian dapat penulis simpulkan

bahwa terdakwa Syaiful Haq Bin Sapuan dan terdakwa Muhammad



Masawi Bin H.Nasaruddin menurut hukum Islam harus diberi sanksi

berupa gishash, bukan hukuman 20 Tahun penjara.
B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Tinjauan Figh Jinayah terhadap
Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No0.1823/Pid.B/2015/PN.PIg),
maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dari kekuasaan kehakiman
RI, hendaknya mengawasi secara ketat kinerja hakim-hakim dibawahnya,
terutama terkait kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

2. DPR hendaknya harus segera merevisi dan atau memberlakukan KUHP
yang baru dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi penegakan

hukum di Indonesia.
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